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ABSTRAK

Penulisan skripsi ini mengambil judul Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang
Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timur. Dari judul tersebut ada dua rumusan masalah.
Pertama bagaimana respons Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis
Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Rekomendasi
Jakarta 2017. Kedua, bagaimana peluang dan tantangan implementasi
Rekomendasi Jakarta 2017 berdasarkan perspektif Lembaga Falakiyah PWNU
Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.

Metode yang dipakai dalam penulisan yaitu metode penelitian kualitatif
deskriptif dengan melakukan penelitian secara langsung berupa wawancara
kepada pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan
Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, kedua lembaga memiliki pandangan masing-
masing dalam merespons hasil Rekomendasi Jakarta 2017. Lembaga Falakiyah
PWNU Jawa Timur melihat peluang implementasi Rekomendasi Jakarta 2017
bahwasannya ada. Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran oleh
Kementerian Agama melalui Mahkamah Agung terkait pemberlakuaan hasil
rekomendasi. Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa
Timur dalam merespons hasil Rekomendasi Jakarta 2017 menggunakan analisis
hasil Halakah Nasional Muhammadiyah 2016. Latar belakang pelaksanaan
halakah tersebut sama dengan Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu menanggapi dan
menindaklanjuti hasil Kongres Turki 2016. Tantangan implementasi
rekomendasi menurut kedua lembaga yaitu kenaikan ketinggian hilal
memperbesar peluang ketidak bersatuan antara mazhab rukyat dan hisab.

Secara garis besar kedua lembaga mengapresiasi hasil Rekomendasi
Jakarta 2017. Sehingga peluang implementasi ada, akan tetapi tantangan dalam
implementasi lebih berat. Kriteria hasil Rekomendasi Jakarta 2017 masih belum
bisa diterima sebagian besar organisasi masyarakat Islam dan individu ahli falak
atau atronomi.

Hasil Rekomendasi Jakarta 2017 berdasarkan respons Lembaga Falakiyah
PWNU Jawa Timur dan majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa
Timur untuk saat ini masing belum bisa diimplementasikan. Masih memerlukan
kajian ulang dan telaah untuk menuju kemapanan kriteria penyatuan kalender
hijriah global. Harapan besar dengan pengkajian akademis seperti ini mendorong
pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mengusahakan kebersatuan kalender
hijriah.

Kata Kunci: Penyatuan, Rekomendasi Jakarta dan Lembaga Falakiyah PWNU
Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem penanggalan dan penentuan awal masuknya bulan hijriah
merupakan salah satu kajian dalam Ilmu Falak. Secara Bahasa Arab ada dua
penyebutan istilah penanggalan yaitu pertama fagwim yang bermakna
memperbaiki, menyeimbangkan dan membatasi, kedua disebut dengan
ta’rikh yang berarti mengetahui dan membatasi waktu.’

Sistem penanggalan yang masih bertahan dan berkembang di dunia
dari zaman ke zaman hingga saat ini ada 10 penanggalan. Penanggalan
tersebut dikategorikan menjadi tiga sistem penanggalan yaitu, pertama
penanggalan Matahari (solar system) merupakan sistem penanggalan yang
berdasarkan pergerakan Bumi mengelilingi Matahari atau periode orbit Bumi
mengelilingi Matahari. Kedua penanggalan Bulan (/unar system) yang
dipakai dalam penanggalan hijriah merupakan sistem penanggalan yang
berdasarkan pergerakan Bulan terutama pada saat peristiwa sinodis.” Ketiga
yaitu sistem penanggalan Bulan Matahari (/unisolar), merupakan sistem
penanggalan yang menggunakan dua acuan yaitu fase Bulan sebagai acuan
utama dan menambahkan pergantian musim dalam perhitungan setiap

tahunnya (revolusi Matahari). Penanggalan yang menggunakan sistem

* Anwir Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar IImu Falak Teori, Praktik dan Fikih (Depok:
Rajawali Pers, 2018), 17.
> Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 3.
6 .
Ibid., 273.



lunisolar diantaranya kalender Imlek, Saka, Buddha, Jawa, Yahudi dan
Yunani.”

Salah satu dari ketiga sistem penanggalan di atas yang berkembang
dan dipakai oleh umat Islam yaitu sistem penanggalan Bulan (/unar system)
atau penanggalan hijriah. Penanggalan hijriah merupakan penanggalan
berbasis Bulan (gamariy) yang digunakan umat Islam dalam kaitannya
ibadah dan memulai bulan baru ketika terbenamnya Matahari dengan
ditandai kemunculan hilal di ufuk barat pada waktu magrib.®

Penentuan kemunculan hilal ada dua cara yang dipakai yaitu rukyat
dan hisab. Keduanya memiliki peranan penting dalam penentuan awal bulan.
Rukyat merupakan suatu cara untuk mengetahui kemunculan hilal dengan
menggunakan mata telanjang. Cara tersebut sudah dipakai dan menjadi
tradisi pada zaman Rasulullah dan sahabat. Hal tersebut yang menjadi
pedoman mazhab rukyat dalam rukyatulhilal.”

Sedangkan hisab sendiri merupakan metode yang lahir seiring
perkembangan zaman dan pemikiran manusia dengan tujuan mengetahui
secara akurat posisi benda-benda langit salah satunya kemunculaan hilal.
Adanya ilmu hisab memudahkan umat Islam untuk memprediksi kemunculan
hilal dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Tentunya hal ini
memudahkan dalam penentuan pelaksanaan ibadah umat Islam. Akan tetapi

pada kenyataannya antara rukyat dan hisab merupakan wujud perbedaan

" Muh. Hadi Bashori, Penanggalan Islam ..., 274.
8 Anwir Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar llmu Falak ..., 19.

 Muhammad Hadi Bashori, Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2016), 21.



pemikiran dalam penentuan awal bulan hijriah. Hal ini terjadi karena
perbedaan pemahaman dan interprestasi terhadap dalil-dalil hisab rukyat
yang mengakibatkan setiap kelompok organisasi masyarakat Islam memiliki
pedoman dalam penentuan awal bulan kamariah.'®

Perbedaan tersebut sedikit banyak menjadikan keresahan umat Islam,
lebih-lebih dialami oleh orang Islam yang masih awam. Tentunya mereka
akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, akan tetapi tidak
menutup kemungkinan mengikuti ketetapan oleh organisasi masyarakat
Islam yang diyakini dan diikuti. Sehingga tidak jarang kebingungan
perbedaan pelaksaan hari besar Islam menjadi kekhawatiran setiap awal
bulan (Ramadan, Syawal dan Zulhijah).

Perbedaan pelaksanaan hari besar Islam tidak hanya dialami oleh
negara tertentu, akan tetapi hampir dialami seluruh negara yang di dalamnya
terdapat umat Islam. Berawal dari keresahan tersebut pemerintah dari
beberapa negara yang didiami umat Islam berusaha menyelesaikan
permasalahan tersebut dengan melaksanakan konferensi yang membahas
problematika umat Islam dunia. Salah satu pembahasan dalam konferensi
tersebut terkait penyatuan kalender hijriah global.

Konferensi umat Islam Internasional yang sudah terlaksana
dikoordinasi oleh Otoritas Islam Internasional yaitu Organisasi Kerjasama

Islam (OKI). OKI merupakan organisasi Islam internasional yang didirikan

' Ibid., 18.



di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969.'" Di antara konferensi
yang sudah terlaksana terkait penyatuan kelender hijriah global di antaranya
Konferensi Istanbul 1978 dan Kongres Istanbul Turki 2016.

Konferensi Istanbul 1978 bertemakan “Musyawarah Ahli Hisab dan
Ru’yat” yang dihadiri 19 negara Islam dan menghasilkan tiga kesepakatan,
yaitu pertama, kesepakatan satu penanggalan bagi dunia Islam, kedua
rukyatulhilal di suatu negara berlaku untuk semua negara dan ketiga Mekah
dijadikan sentral rukyatulhilal dan pusat informasi ke seluruh negara Islam. '

Tindak lanjut konferensi Istanbul 1978 dilaksanakan Kongres
Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul Turki tahun 2016.
Sebelum terjadinya kesepakatan bersama hasil kongres, terdapat dua konsep
kalender yang ditawarkan yaitu kalender unifikatif dan kalender zonal. Dari
kedua konsep tersebut dilaksanakan pemungutan suara dan hasil akhir
pemungutan suara disepakati kalender Islam unifikatif."

Tentunya hasil Kongres Istanbul Turki 2016 menjadi suatu jalan dan
titik terang dalam penyatuan kalender hijriah global. Pemerintah Indonesia
dalam hal ini melaksanakan Seminar Internasional Fikih Falak di bawah
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI sebagai bentuk

tindak lanjut hasil Kongres Istanbul Turki 2016. Seminar tersebut

" Tohir Bawazir, Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme (Jakarta :
Pustaka Al-Kautsar, 2015), 233.

"2 Mi’raj Islamic News Agency (MINA), “Turki Gagas Konferensi Internasional Penyatuan
Kalender Hijriah Internasional”, dalam http://www.icmi.or.id/blog/2015/06/turki-gagas-
konferensi-internasional-penyatuan-kalender-hijriyah-internasional, diakses pada 17 Oktober
2018.

> Majelis Tarjih dan Tajdid, “Kongres Kalender Turki Akhirnya Tetapkan Konsep Unifikatif
Sebagai Kalender Dunia Islam”, dalam https://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnya-
tetapkan-konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam/, diakases pada 23 Oktober 2018.


http://www.icmi.or.id/blog/2015/06/turki-gagas-konferensi-internasional-penyatuan-kalender-hijriyah-internasional
http://www.icmi.or.id/blog/2015/06/turki-gagas-konferensi-internasional-penyatuan-kalender-hijriyah-internasional
https://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnya-tetapkan-konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam/
https://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnya-tetapkan-konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam/

mengundang para ilmuwan Islam dalam bidang astronomi dan falak dari
berbagai negara. Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta menghasilkan
Rekomendasi Jakarta 2017 yang isinya terkait penyatuan kalender hijriah
global. Rekomendasi tersebut masih sebatas hasil musyawarah yang belum
ada implementasi secara nyata dalam penyatuan kalender hijriah baik
lingkup nasional atau internasional.

Ketiga konferensi di atas merupakan wujud usaha pemerintah dari
negara yang didiami umat Islam untuk mengatasi permasalahan perbedaan
pelaksanaan hari besar Islam dengan jalan keluar unifikasi kalender hijriah
global tunggal dengan tujuan menyatukan dan kemaslahatan umat Islam.
Akan tetapi hasil ketiga konferensi di atas belum terwujud secara nyata dan
masih berupa wacana internasional.

Kajian utama dalam penelitian ini terkait hasil Rekomendasi Jakarta
2017. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Rekomendasi Jakarta
2017 sebagai tindak lanjut Kongres Istanbul Turki 2016 dengan kriteria
visibilitas hilal (imkan ar-ru’yah) dengan ketentuan tinggi hilal minimal 5
derajat di atas ufuk saat Matahari terbenam dan jarak sudut antara Bulan
dengan Matahari 8 derajat. Sedangkan hasil dari Rekomendasi Jakarta 2017
yaitu ketinggian hilal sebesar 3 derajat di atas ufuk pada saat Matahari
terbenam dan jarak sudut antara Bulan dengan Matahari 6,4 derajat.
Berdasarkan perubahan kriteria tersebut tentunya memiliki peluang dan

tantangan dalam implementasi hasil Rekomendasi Jakarta 2017.



Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi menjadi negara dengan
umat Islam terbesar di Dunia. Umat Islam di Indonesia hadir dengan
berbagai mazhab yang diwadahi oleh organisasi masyarakat Islam dan
melahirkan berbagai pemikiran, di antaranya dalam penentuan awal bulan.
Hasil pemikiran setiap organisasi masyarakat Islam sangatlah penting dalam
menunjang berjalannya sistem pemerintahan, salah satunya dalam hal
penentuan awal bulan.

Penentuan awal bulan di Indonesia menggunakan sistem wilayah al-
hukmi, dalam hal ini Kementerian Agama RI memegang peranan penting
dalam penetapan awal masuk bulan baru. Akan tetapi Kementerian Agama
tidak bisa berjalan sendiri, sehingga peranan organisasi masyarakat Islam
dalam penentuan awal bulan sangat diperlukan. Di antaranya organisasi
masyarakat Islam yang memiliki peranan penting tersebut yaitu Lembaga
Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah. Meskipun keduanya memiliki metode yang berbeda, hasil
keduanya menjadi salah satu pedoman pemerintah dalam penentuan
masuknya awal bulan hijriah.

Perbedaan metode yang digunakan oleh kedua organisasi masyarakat
Islam tersebut berdasarkan dasar hukumnya yaitu LFNU menggunakan
metode penentuan awal bulan dengan rukyatulhilal berdasarkan hadis

Rasululllah.'*

" Yazid Mutaqqgin, “Memahami Dalil Rukyat Hilal melalui Bahasa”, dalam

http://www.nu.or.id/post/read/78042/memahami-dalil-rukyat-hilal-melalui-bahasa, diakases pada
25 Oktober 2018.


http://www.nu.or.id/post/read/78042/memahami-dalil-rukyat-hilal-melalui-bahasa
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Abu Hurairah ra. berkata: “Nabi saw. bersabda: ‘Puasalah kalian karena
melihat hilal, dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal, maka jika
(hilal) tersembunyi darimu, maka cukupkan bilangan syakban menjadi tiga
puluh hari’”. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-30, Kitan Shaum bab
ke-11, bab sabda Nabi, “Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah dan
apabila kalian melihatnya kembali, maka ber-Idul Fitri-lah™)."

Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode Hisab
berdasarkan Alquran Surah Yunus ayat 5 :

el 330 1palid) U5 o538 1058 SaaTl Tlp T eiadl Jis il 5

T v

- Lol

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan
ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan
itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah
tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia
menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang
mengetahui.'®

Perbedaan motode dan sudut pandang keduanya menjadikan
penyatuan kalender hijriah sulit dilakukan. Oleh karena itu perlu adanya
otoritas yang menjadi tolak ukur dan pemegang kekuasaan dalam penentuan

awal bulan dan dari pihak ormas Islam dengan tangan terbuka mengikuti

metode yang ditetapkan oleh pemegang otoritas.

"> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, A/-Lu’lul Wal Marjanan Fiimaa Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani
Al-Bukhari wa Muslim (Kairo,Dar Al-Hadits), 279.

' Kementerian Agama RI, A/l-Qur’an dan Terjemahan (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta :
Widya Cahaya, 2011), 257.



Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan Penulis di atas terkait
sistem penanggalan khususnya sistem penanggalan Islam, problematika
terkait penanggalan hijriah dan peranan penting ormas Islam dalam
penentuan awal bulan, terutama dua organisasi yaitu Nahdlatul Ulama (NU)
dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, kedua organisasi tersebut menjadi
objek dalam penelitian ini.

Pokok utama penelitian ini yaitu hasil Rekomendasi Jakarta 2017
terkait unifikasi kalender hijriah global yang dilihat dari dua sudut pandang
organisasi masyarakat Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Bagaimana keduanya merespons hasil rekomendasi dan pendapatnya
terhadap peluang dan tantangan implementasi hasil rekomendasi dan
unifikasi kalender hijriah global. Dalam penelitian ini Peneliti membatasi
lingkup penelitian dalam wilayah Jawa Timur sehingga objek penelitian
yaitu Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid

PW Muhammadiyah Jawa Timur.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Indentifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah disebutkan di
atas, identifikasi masalah yang timbul sebagai berikut :
a. Dua mazhab penentuan awal bulan kamariah;

b. Metode dan kriteria dalam penentuan awal bulan;



g.

Perbedaan pelaksanaan perayaan hari besar Islam dikarenakan
perbedaan metode dan kriteria yang dipakai;

Penyelengaraan konferensi internasional upaya penyatuan kalender
hijriah global;

Hasil Rekomendasi Jakarta 2017 terkait penyatuan kalender hijriah
global;

Pendapat Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (LFNU) dan Majelis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyabh;

Peluang dan tantangan terwujudnya Rekomendasi Jakarta 2017.

. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat diketahui batasan

masalah penelitian sebagai berikut :

a.

Pendapat Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih
dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil keputusan
Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Implementasi Kalender Global
Hijriah Tunggal;

Peluang dan tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta 2017
dalam penentuan awal bulan sebagai bentuk mewujudkan
kemaslahatan umat Islam berdasarkan sudut pandang Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW

Muhammadiyah Jawa Timur.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah peneliti mengajukan
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respons Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis
Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap
Rekomendasi Jakarta 2017 ?

2. Bagaimana peluang dan tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta
2017 berdasarkan perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan

Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.'’

Penelitian atau kajian terkait penanggalan terutama dalam hal
penyatuan kalender hijriah banyak ditemukan, baik penelitian yang sudah
berupa buku atau masih dalam bentuk laporan. Namun masih belum ada
penelitian yang membahas terkait respons Lembaga Falakiyah PWNU Jawa
Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

terhadap Rekomendasi Jakarta 2017.

' Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 8.
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Berikut beberapa penelitian atau kajian yang Penulis temukan :
1. Muh. Nashirudin dalam bukunya yang berjudul “Kalender Hijriah
Universal”.

Buku tersebut mengkaji mengenai sistem dalam kelender hijriah
universal dan prospek berlakunya di Indonesia. Pada awalnya buku ini
merupakan disertasi di IAIN Walisongo yang menjadi teori tentang
berlakunya dan kemapanan sebuah kalender yakni adanya otoritas
tunggal, kriteria yang disepakati dan adanya batas wilayah. Dalam konsep
pergantian bulan, kalender hijriah universal menjadikan imkan rukyah
dengan kriteria visibilitas hilal Odeh. Dalam hal ini penyatuan kalender
yang bisa diusahakan yaitu penyatuan kalender hijriah nasional.'®

Materi dalam karya Muh. Nashirudin memiliki kesamaan dengan
penelitian ini dalam hal penyatuan kalender hijriah global. Sedangkan
perbedaannya terdapat dalam ruang lingkupnya, buku tersebut membahas
penyatuan kalender dengan pemikiran secara luas dan disimpulkan
bahwasanya penyatuan kalender hijriah nasional yang bisa diusahakan.
Sedangkan dalam penelitian ini pembahasan secara spesifik lingkupnya
yaitu mengenai pandangan dari Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap

hasil Rekomendasi Jakarta 2017.

' M. Hanifan Muslimin, “Resensi Buku Kalender Hijriah Univesal (1)”, dalam

https://sofianasma.wordpress.com/2013/07/29/resensi-buku-kalender-hijriah-universal-1/, diakses
pada 25 Oktober 2018.


https://sofianasma.wordpress.com/2013/07/29/resensi-buku-kalender-hijriah-universal-1/

12

2. Tubagus Manshur dalam skripsinya yang berjudul “Respons Ulama NU
dan Muhammadiyah di Kudus terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah
di Indonesia”.

Penelitian ini menjelaskan respons dari Ulama NU dan
Muhammadiyah yang mana antara keduanya berbeda pandangan tentang
upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia. Ulama NU memandang
bahwasanya unifikasi sulit terwujud dengan melihat posisi hisab dan
rukyat sebagian dari keyakinan. Selain itu dalam pemaknaan arti rukyat
di NU sendiri terjadi perbedaan. Sedangkan Ulama Muhammadiyah
berpendapat bahwasanya persoalan hisab dan rukyat sebatas sarana dalam
beribadah. Selain itu, upaya unifikasi bisa dilakukan dengan pemaknaan
ulang dalil dalil hisab rukyat."’

Pembahasan penanggalan dalam skripsi karya Tubagus Manshur
terkait penyatuan kalender hijriah nasional berdasarkan sudut pandang
NU dan Muhammadiyah dengan memperhatikan dasar pandangan kedua
organisasi masyarakat Islam tersebut dalam pengunaan hisab dan rukyat.
Sedangkan dalam penelitian ini, permasalahan yang diambil oleh Penulis
juga berdasarkan sudut pandang kedua ormas tersebut. Akan tetapi
pembahasan lebih terarah terhadap hasil Rekomendasi Jakarta 2017 serta

peluang dan tantangan implementasi rekomendasi tersebut.

19 Tubagus Manshur, “Respons Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap Upaya
Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia” (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2016), 63.



13

3. M. Khoirul Umam dalam skripsinya yang berjudul “Rukyat Global
sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa dan Hari Raya (Studi Pemikiran
Abl al-Faidh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari dalam Kitab Taujih al-
Andhar Ii Tauhid al-Muslimin fi al-Shaum wa al-Ifthar)”.

Penulis menelaah pemikiran Abu al-Faidh al-Ghumari dalam
penentuan awal puasa dan hari raya menggunakan rukyat global. Selain
itu beliau juga memberikan pendapatnya tentang penentuan awal bulan
menggunakan metode hisab dengan syarat hisab gqath7 (hisab
kontemporer), dilakukan banyak orang dan hasilnya sama. Hasil dari
kedua metode di atas berlaku menyeluruh untuk umat Islam di dunia
tanpa memandang perbedaan matlak. Al-Ghumari menyatakan
pendapatnya terkait hisab rukyat menggunakan pendekatan mas/aha
mursalah karena rukyat global dapat menjadikan kesatuan umat islam
dunia dalam menjalankan ibadah. Konsep rukyat global Abu al-Faidh al-
Ghumari belum tepat untuk diimplementasikan karena setiap negara
meliki metode dan kriteria awal bulan yang berbeda-beda serta garis
tanggal yang berbeda.”

Skripsi karya M. Khoirul Umam secara garis besar membahas
kajian yang sama dengan penelitian ini, yaitu penyatuan kalender hijriah
global. Akan tetapi perbedaan keduanya terdapat pada sudut pandang dan

objek kajian. Skripsi karya M. Khoirul Umam mengambil sudut pandang

% Khoirul Umam, “Rukyat Global sebagai Upaya Penyatuan Awal Puasa dan Hari Raya (Studi
Pemikiran Abfi al-Faidh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari dalam Kitab 7aujih al-Andhar i
Tauhid al-Muslimin fi al-Shaum wa al-Ifthar)” (Skripsi—UIN Walisongo, Semarang, 2016), 88.
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atau studi pemikiran Abli al-Faidh Ahmad bin Muhammad al-Ghumari
dalam Kitab Tawjih al-Andhar Ii Tawhid al-Muslimin fi al-Sawm wa al-
Iftar. Sedangkan dalam penelitian ini Penulis mengkaji penyatuan
kalender hijriah global berdasarkan hasil Rekomendasi Jakarta 2017
dengan sudut pandang Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan
Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.

4. M. Arbisora Angkat dalam Tesisnya yang berjudul “Kalender Hijriah
Global dalam Perspektif Figh”.

Penerapan kalender hijriah global selaras dengan magqgasid shari‘ah
berupa perlindungan keberagamaan dalam bentuk pelaksanaan ibadah
sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariah untuk
mengerjakannya. Prinsip fikih yang menjadi sandaran konsep adalah
kesatuan matlak Kalender putusan muktamar Turki adalah kalender yang
menganut “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”. Hal ini sudah sesuai
dengan pendapatan Jumhur Ulama Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali
terkait rukyat global, sehingga perbedaan matlak tidak memiliki pengaruh
apapun terhadap penentuan masuknya bulan baru hijriah. Implementasi
Kalender Hijriah Global setidaknya menghasilkan dua arus pandangan
umat Islam Khususnya Indonesia yaitu pandangan optimis dan pandangan
pesimis.Z]

Kajian pustaka berikutnya yaitu Tesis karya M. Arbisora terkait

Kalender Global dalam Perspektif Fikih, materi dalam tesis membahas

2! M. Arbisora Angkat, “Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Figh” (Tesis—Pascasarjana
UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), 193.
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mengenai, bagaimana fikih menyikapi penyatuan kalender hijriah global.
Magqasid shari‘ah menjadi perlindungan atas keragaman pelaksanaan
ibadah dan kesatuan matlak sebagai sandaran dan prinsip dalam fikih.
Sedangkan dalam penelitian ini Penulis mengkaji hasil Rekomendasi
Jakarta 2017 serta peluang dan tantangan implementasi rekomendasi
berdasarkan perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan
Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.

5. Muhammad Hidayat dalam jurnalnya yang berjudul “Aplikasi Kriteria
Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta
20177

Selain dalam buku, tesis dan skripsi, pengkajian penyatuan
kalender hijriah juga dikaji dalam beberapa jurnal diantaranya karya
Muhammad Hidayat yang berjudul “Aplikasi Kriteria Kalender Islam
Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017 membahas
mengenai mewujudkan kesatuan umat melalui kalender yang unifikatif
secara global dan meminimalisir terjadinya perbedaan pelaksanaan ibadah
antar negara berdasarkan penentuan awal bulan hijriah. Bahwasanya hasil
Kongres Istanbul Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017 belum bisa
mewujudkan kesatuan umat dan meminimalkan perbedaan pelaksanaan

ibadah umat Islam.?

** Muhammad Hidayat, “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan
Rekomendasi Jakrta 2017 (Al-Marshad: Jurnal Atronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan, Juni
2018), 67.
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Jurnal karya Muhammad Hidayat secara isi dan objek penelitian
sama dengan penelitian ini yaitu terkait Rekomendasi Jakarta 2017 dan
kemaslahatan umat dengan unifikasi kalender. Akan tetapi perbedaan
jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada sumber data, dalam
penelitian, sumber data berasal dari hasil wawancara terhadap pengurus
Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid
PW Muhammadiyah Jawa Timur, sedangkan dalam jurnal lebih mengkaji
hasil Kongres Istanbul Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017 terkait

implementasi dalam kehidupan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka

dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut :

1.

Mengetahui pendapat Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan
Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil
Rekomendasi Jakarta 2017 sehingga dijadikan ukuran keberhasilan
penyatuan kalender hijriah global.

Mengetahui kemungkinan terwujudnya Rekomendasi Jakarta 2017 yang
ditinjau dari segi peluang dan tantangan yang akan muncul jika terealisasi
rekomendasi tersebut sesuai perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa

Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan hasil penelitian yang dapat diambil

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis

a.

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah kelimuan falak
terutama dalam lingkup sistem penanggalan dan mengembangkan teori
terkait penyatuan kalender hijriah global.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi penguat teori penyatuan
kalander hijriah global dan menjadi bahan rujukan dan pengembangan

pada penelitian mendatang dengan konsteks yang sama.

2. Manfaat praktis

a.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk
dukungan pemerintah dan lembaga terkait akan pentingnya penyatuan

kalender hijriah global untuk menjadikan kemaslahatan umat Islam.

. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan ukur untuk melihat

peluang dan tantangan rencana penyatuan kalender hijriah
berdasarkan pendapat dua organisasi masyarakat Islam besar

Indonesia NU dan Muhammadiyah.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang

bersifat operasional dari konsep dan variabel penelitian sehingga bisa
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dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut
melalui penelitian.*®
Penulis dalam skripsi yang berjudul Rekomendasi Jakarta 2017
tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal berdasarkan
Perspektif Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan
Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur, didefinisikan dengan jelas
mengenai pokok kajian dalam penelitian sebagai berikut :
1. Rekomendasi Jakarta 2017
Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan seminar internasional yang
membahas mengenai unifikasi kalender hijriah global sebagai bentuk
tindak lanjut Kongres Istanbul Turki 2016 dengan tujuan penyatuan
kalender hijriah baik skala nasional maupun internasional. Seminar
Internasional ini diadakan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI dengan tema “Peluang dan Tantangan
Implementasi Kalender Global Hijriah Tungal’.
2. Implementasi kalender hijriah tunggal
Implementasi kalender hijriah global merupakan penerapan konsep
dan gagasan para ilmuwan muslim terkait penyatuan kalender hijriah
global hasil beberapa konferensi, salah satunya hasil Rekomendasi Jakarta
2017. Tujuan dari implementasi kalender hijriah global mendorong
terciptanya kesatuan waktu dalam pelaksaan ibadah dan mewujudkan

kemaslahatan umat.

2 1bid., 9.
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3. Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timur

Kedua lembaga tersebut merupakan sumber informasi utama

dalam penelitian ini dengan mewawancarai anggota lembaganya. Dalam

hal ini narasumber dari kedua lembaga merupakan pengurus aktif saat

penelitian ini dilakukan. Periode kepengurusan Lembaga Falakiyah

PWNU Jawa Timur Tahun 2018 - 2023 dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW

Muhammadiyah Jawa Timur Tahun 2015 — 2020.

H. Motode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif
dengan data sebagai berikut:
1. Data penelitian
Data yang diperlukan peneliti dalam mengkaji lebih dalam terkait
masalah dan judul “Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Implementasi
Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timur” dibagi menjadi data primer dan sekunder.
a. Data primer
Data yang diperoleh langsung dari kedua pihak yaitu Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW

Muhammadiyah Jawa Timur terkait hasil Rekomendasi Jakarta 2017.
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Berupa rekaman suara dan notula hasil wawancara dengan narasumber
dari kedua lembaga.
b. Data sekunder
Selain data primer penelitian ini juga menggunakan data
pendukung atau sekunder diantaranya dokumentasi yang didapat dan
ditemukan pada saat wawancara, buku, jurnal, karya ilmiah dan
sumber pustaka yang terkait dengan Lembaga Falakiyah PWNU Jawa
Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa
Timur.
2. Sumber data
Berdasarkan sumber data, maka dibedakan menjadi dua yaitu :
a. Sumber primer
Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung
dari pengurus atau anggota dari Lembaga Falakiyah PWNU Jawa
Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur
dengan wawancara.
b. Sumber sekunder
Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal,
skripsi dan beberapa literasi terkait sistem penanggalan hijriah global.
Serta dokumentasi yang diperoleh pada saat wawancara terkait hasil

Rekomendasi Jakarta 2017 terkait kalender global hijriah tunggal.
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3. Teknik pengumpulan data
Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:
a. Wawancara
Data wawancara penelitian ini diperoleh dari kedua objek

penelitian yaitu Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis
Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur dengan
wawancara langsung terhadap pengurus dalam bidang falakiah kedua
organisasi masyarakat Islam tersebut.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung
saat penelitian dan data yang didapatkan dalam beberapa literasi dan
internet terkait penanggalan serta wacana unifikasi kalender hijriah
global.
4. Teknik pengolahan data

a. [Editing, merupakan tahap awal dalam analisis data kualitatif dengan
reduksi data dan memilah agar sesuai dengan fokus penelitian,
transliting data atau konversi data.** Editing dalam penelitian ini
adalah memeriksa data yang sudah diperoleh dari pihak Lembaga
Falakiah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timur saat proses penelitian lapangan

(wawancara), data pendukung dari dokumentasi dan penelitian

** Kusaeri, Metodologi Penelitian (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 218.
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pustaka terkait masalah penelitian yang mana dari data-data tersebut
dikaitkan satu sama lain.

Coding, merupakan tahapan pengelolaan data dengan melakukan
kategori data sesuai dengan fokus penelitian dan mempertimbangkan
aspek kesamaan dan perbedaan masalah penelitian.”> Coding dalam
penelitian ini berupa pengelompokan data yang sudah didapatkan
selama proses penelitian terkait hasil Rekomendasi Jakarta 2018 dan
hasil wawancara Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis
Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil
rekomendasi.

Meaning, merupakan tahapan interprestasi data dengan melakukan
kegiatan menghubungkan, membandingkan dan mendeskripsikan data
sesuai fokus permasalahan untuk diberi makna. Pemberian makna
sebagai konseptualisasi pernyataan ilmiah yang akan menjadi bahan
kesimpulan penelitian.® Meaning dalam penelitian ini dilakukan
berdasarkan data yang diperoleh kemudian dijelaskan, dikaitkan
dengan data yang ada dan menyimpulkan data sesuai dengan rumusan
masalah yang ada terkait sudut pandang Lembaga Falakiyah PWNU
Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa

Timur terhadap Rekomendasi Jakarta 2018.

» 1bid., 218.

% Kusaeri, Analisis Data Penelitian Kualitatif..., 218.
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5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis komparatif konstan,
adalah teknik analisis yang digunakan untuk membandingkan kejadian-
kejadian yang sama, pada waktu yang sama dan dilakukan secara terus-
menerus dengan batasan selama penelitiaan berlangsung.”’ Penerapan
teknik analisis tersebut dalam penelitian ini berupa respons Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil Rekomendasi Jakarta 2017.
Kemudian dari hasil wawancara diketahui bagaimana peluang dan
tantangan terwujudnya rekomendasi tersebut dan respons dukungan atau
sebaliknya terhadap unifikasi kalender hijriah global dari kedua ormas

tersebut.

I. Sistematika pembahasan

Mempermudah dalam proses penelitian, Penulis akan mengarahkan
penulisan ini dengan sistematika penulisan skripsi agar lebih mudah dibaca
dan dipahami oleh pembaca serta mempermudah dalam penelitian. Penelitian
ini tersusun menjadi lima bab yang masing-masing bab memiliki sistematika
sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan meliputi beberapa bagian yaitu latar

belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

" Kusaeni, Analisis Data Penelitian Kualitatif.., 215.
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tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi kerangka konseptual yang memuat tinjauan umum
sistem kalender hijriah yang meliputi beberapa bagian pembahasan yaitu
pengertian kalender hijriah, perbedaan metode penentuan awal bulan
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan tinjauan kalender hijriah global.

Bab Ketiga memaparkan data yang dibutuhkan dalam analisis pada
bab empat. Data-data tersebut yaitu hasil Rekomendasi Jakarta 2017 dan
hal-hal terkait rekomendasi. Data berikutnya hasil wawancara Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timur terkait respons kedua lembaga terhadap
Rekomendasi Jakarta 2017 dan melihat peluang dan tantangan implementasi
rekomendasi yang dilihat dari sudut pandang kedua lembaga.

Bab Keempat berisi analisis data penelitian yang memuat jawaban
atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori pada bab dua dan
data hasil penelitian pada bab tiga. Pembahasan dalam bab empat penelitian
ini memuat analisis terhadap respons Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur
dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap
hasil Rekomendasi Jakarata 2017 dan perspektif kedua lembaga terhadap
peluang dan tantangan implementasi rekomendasi tersebut.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari
jawaban terhadap rumusan masalah. Selain itu juga berisikan saran terhadap

penelitian dalam skripsi ini.



BABII
TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH, LEMBAGA FALAKIAH
DAN HASIL REKOMENDASI JAKARTA 2017

A. Kalender Hijriah

Kalender dalam literatur klasik maupun kontemporer memiliki istilah
penyebutan yang sama yaitu tarikh, takwim, almanak dan penanggalan.'
Kalender dalam bahasa Arab sendiri juga beragam penyebutan di antaranya
tagwim bermakna memperbaiki, menyeimbangkan dan membatasi (is/ah,
ta‘dil, dan tahdid), selain itu disebut juga af-tarikh bermakna mengetahui
dan membatasi waktu (ta 7if al-waqt wa tahdiduhu).”

Seirama dengan hal itu, kalender hijriah memiliki beberapa penafsiran
dan definisi dari beberapa ilmuan di antaranya menurut P. J. Bearman dalam
bukunya 7The Encyclopedia of Islam, pengarang melakukan studi etimologis
kecil terkait istilah yang berkaitan makna dengan kalender Hijriah. Hasil
studi menyimpulkan pengertian kalender Hijriah adalah kalender yang terdiri
dari dua belas bulan kamariah, setiap bulan berlangsung sejak pertama
penampakan Bulan Sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30
hari).” Thomas Djamaluddin menjelaskan kalender Hijriah merupakan

kalender yang ditandai dengan penampakan hilal (Bulan Sabit) sesudah

' Susiknan Azhari, Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia, (Badan Litbang dan Diklat
Departement Agama RI, 2007), 16.

* Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih, (Depok: Raja
Wali Pers, 2018), 17.

’ Susiknan Azhari, Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat ..., 17. Dalam John L. Esposito, The
Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World, cet. 1 (New York: Oxford University Press,
1995), Vo. 2, p. 301)

25
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Matahari tenggelam saat awal bulan dan termasuk kalender yang paling
sederhana dan mudah dibaca di alam dengan ditandai kemunculan hilal. *
Sedangkan pengertian kalender Hijriah berdasarkan beberapa definisi terkait
kalender Hijriah yang dirumuskan Susiknan Azhari dalam disertasinya yaitu
kalender yang berdasarkan sistem kamariah dan awal bulannya dimulai
apabila setelah terjadi ijtimak dan Matahari tenggelam terlebih dahulu
dibandingkan Bulan, pada saat itu posisi hilal berada di atas ufuk.’

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan ilmuwan falak dan
astronomi di atas dapat disimpulkan bahwa kalender Hijriah merupakan
kalender yang penentuannya berdasarkan pergerakan Bulan mengelilingi
Bumi dan digunakan umat Islam dalam penentuan waktu-waktu ibadah.
Awal masuknya penanggalan hijriah ditandai dengan munculnya hilal atau
Bulan muda di ufuk barat pada saat Matahari terbenam atau gurub. Siklus
kalender Hijriah terdapat 12 bulan dengan masa satu tahunnya 354 hari, 8
jam, 48 menit, 35 detik atau 354,3670694 hari. Sementara hari pada setiap
bulan berganti antara 29 hari atau 30 hari.’

Masyarakat Arab pada masa pra Islam sudah mengenal dan
menggunakan sistem penanggalan yang beracuan dengan peredaran Bulan
atau /Junar calender. Akan tetapi pada tahun 200 sebelum hijriah ada

perubahan sistem kalender dari /unar calendar menjadi [lunisolar caledar

*  Thomas Djamaluddin, “Kalender Hijriah: Tuntutan Penyeragaman Mengubur

Kesedehanaannya”, dimuat di Republika (10 Juni 1994).

> Susiknan Azhari, “Kalender Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntutan Syar’i” Asy —
Syi’ah, No. 1, Vol. 42 (2008), 19.

% Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar Ilmu Falak ..., 19.
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(beracuan peredaran Bulan dan Matahari). Pergantian sistem acuan kalender
ini menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama permasalahan terkait
jumlah hari pada masing-masing sistem acuan kalender. Jumlah hari yang
beracuan peredaran Bulan 354 hari. Sedangan jumlah hari yang beracuan
dengan peredaran Matahari 365 hari. Dari jumlah masing-masing
menyisahkan selisi 11 hari setiap tahunnya.’

Bulan interkalasi atau penambahan bulan ini disebut nasi’ yang
ditambahkan setiap akhir tahun setelah bulan Zulhijah. Permasalahan kedua,
muncul dari permasalahan pertama yang mana beberapa kabilah Arab
berbeda pendapat terkait penentuan tahun keberapa yang ada bulan nasi’-
nya. Sehingga masing-masing kabilah dengan kebijakan masing-masing
menentukan bulan nasi’. Jadi ada kabilah yang tahun itu ada bulan nasi’ (13
bulan dalam satu tahun). Sedangkan kabilah lain menetapkan tahun itu tidak
ada bulan nasinya (12 bulan dalam satu tahun). Perbedaan tersebut
menjadikan perbedaan bulan, sehingga beberapa kabilah memerangi kabilah
lain dikarenakan bulan tersebut masih dianggap bulan nasi’. Pada
kenyataannya bulan tersebut sudah masuk bulan Muharam (bulan suci dan
dilarang perang). Berdasarkan peristiwa di atas turun Alquran Surah
Attaubah ayat 36-37, terkait larangan adanya bulan nasi’. Setelah turunnya
ayat tersebut sistem penanggalan berubah ke sistem semula yaitu /unar

calendar®

" Musa Al-Azhar, “Kalender Hijriah dalam Al-Qur’an”, A/-Marshad: Jurnal Atronomi Islam dan
Ilimu-ilmu Berkaitan, (Desember 2018), 234.

¥ Ibid., 234.
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Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan,
dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di
antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka
janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan
perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun
memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta
orang-orang yang bertakwa (36)

Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan Haram itu adalah menambah
kekafiran. disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan
itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada
tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang
Allah mengharamkannya, Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan
Allah. (syaitan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang
buruk itu. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir
(37). (Alquran Surah Attaubah ayat 36-37).°

Pada masa pra Islam penggunaan kalender tanpa adanya penomoran
tahun. Sehingga penandaan bulan dan tahun pada masa itu menggunakan
nama tertentu sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Setelah
Islam hadir dan saat awal era Islam kalender tanpa penomoran terus berjalan
hingga sampai pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Perubahan sistem
penomoran kalender dimulai dari peristiwa Abu Musa al-Asya’ri sebagai

salah satu gubernur menulis surat kepada Khalifah Umar yang isinya

’ Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta :
Widya Cahaya, 2011), 110.
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menanyakan surat dari Khalifah Umar yang tidak ada tahunnya sehingga
membingungkan.

Setelah peristiwa tersebut Khalifah Umar mengumpulkan para
sahabatnya di ataranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman
bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqqgas, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin
Ubaidillah. Beliau-beliau bermusyawarah menentukan dasar penomoran
tahun kalender Hijriah yang mana kesepakatan dasar tahun hijriah sesuai
dengan usulan sabahat Ali bin Abi Thalib yaitu berdasarkan momentum
hijrah Rasulullah saw. dari Mekah ke Yatsrib (Madinah). Berdasarkan
kesepakatan musyawarah awal tahun dimulai bertepatan dengan peristiwa
hijrahnya Rasulullah saw. dan mulai saat itu penanggalan Islam dikenal
dengan sebutan kalender Hijriah.'’

Seiring perkembangan zaman, kalender hijriah mengalami perubahan
dan perkembangan yang disesuikan dengan penemuan-penemuan terbaru.
Penemuan terkait sistem kalender lebih saintifik dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan data yang lebih akurat. Hal tersebut
menjadikan keilmuan atau cakupan sistem kalender hijriah semakin luas.
Seperti penentuan awal bulan, penentuan hari-hari besar Islam dan beberapa
perayaan yang bisa diperkirakan dalam kurun waktu yang cukup jauh
dikarenakan ketersediaan data ada dan sudah memiliki nilai keakuratan.

Secara astronomis siklus penanggalan kamariah yang dimulai dengan

munculnya hilal (Bulan muda) awal bulan hingga munculnya hilal di bulan

1% Salam Nawawi, /lmu Falak Praktis (Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah),
(Surabaya: Imtiyaz, 2016), 142.
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baru berikutnya atau dari satu konjungsi ke konjungsi berikutnya. Siklus 30
tahunan akan terjadi 11 tahun kabisat (bulan Zulhijah berjumlah 30 hari)
yaitu tahun 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29. Jadi jumlah hari dalam
30 tahun 10.631 hari (30 x 354 hari + 11 hari) dalam siklus satu daur."'
Penentuan dan penentapan kalender hijriah tentunya melalui proses
yang panjang dan disesuaikan dengan dasar hukum yang mendukung
keabsahan suatu tatanan. Beberapa dasar hukum dalam penentuan kalender
hijriah bersumber dari Alquran dan Hadis Rasulullah saw.
Berikut beberapa sumber dari Alquran:
1. Alquran Surah Yunus ayat 5
el 338 1,468 J565 265083 15 Saalls 1l el Jax Gl o
6155 25 ¥ Lk 0L ) S TS G
Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan
ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan
bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan
(waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan

hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang
yang mengetahui.'

Pada ayat 5 surah Yunus Allah Swt. menjadikan Bulan melitas
pada mazilah-manzilah (garis edar) mengelilingi Matahari. Sehingga

terjadi fase-fase Bulan yang dapat diamati di Bumi yang menjadi dasar

""" Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Pengantar llmu Falak ..., 21.
'2 Kementerian Agama RI, A/-Qur’an...., 257.
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untuk menentukan bulan kamariah dengan perincian hari, 29 hari, 12 jam,
44 menit dan 2,8 detik."

2. Alquran Surah Albaqarah ayat 189
11 ol AT s 5y o s (o 1 AT o o
L 1,80 Gl e T AT ST IS G046

P — E :‘;
(;2» A

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan
sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji;
dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya[116],
akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan
masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah
kepada Allah agar kamu beruntung.'

Ayat 189 ini, Allah Swt. mengajarkan Rasulullah saw. menjawab
pertanyaan sabahat terkait hikmah Bulan bagi manusia yaitu sebagai
perhitungan waktu terutama terkait pelaksanaan ibadah (puasa, haji, salat,
dan sebagainya) serta kepentingan wurusan duniawi. Allah Swt.
menerangkan perhitungan penanggalan bulan kamariah berdasarkan fase-
fase Bulan. Pengetahuan ini berdasarkan kondisi bangsa Arab waktu itu
(umi). Satu bulan ada dua fase Bulan sabit, yaitu saat awal bulan dan
akhir bulan yang mana jarak antara keduanya rata-rata 29,5036 hari, biasa
disebut periode sinodik. Fase dan periode tersebut yang menjadi dasar

penanggalan dalam sistem kalender kamariah."

" M. Quraish Shihab, TafSir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an”, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), 20.

'Y Kementerian Agama RI, A/-Qur’an ..., 282
'S Kementerian Agama RI, A/-Qur’an ..., 283.
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3. Alquran Surah Attaubah ayat 36-37

Potongan ayat dan surah Attaubah sudah dipaparkan di atas,
berikut pernafsiran ayat tersebut. Alquran surah Attaubah ayat 36-37
Allah Swt. berfirman bahwa sesungguhnya batas yang tidak dapat
dikurangi atau ditambahi bilangan bulan di sisi Allah Swt. yakni menurut
perhitungan dan ketetapan-Nya adalah dua belas bulan yang tidak dapat
diputar balikkan jumlahnya. Dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram
yaitu bulan Muharam, Rajab, Zulkaidah dan Zulhijah yang di dalamnya
dilarang melakukan dosa dan penganiayaan.

Bulan dalam ayat ini bermakna perhitungan bulan menurut
kalender kamariah yang berdasarkan peredaran Bulan mengelilingi Bumi
dan Matahari. Kalender kamariah dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan
dan berjumlah 355 hari. Jumlah ini selisih 11 hari dari kalender syamsiah.
Hal ini menjadikan pelaksanaan ibadah haji dan puasa tidak selalu terjadi
pada bulan syamsiah yang sama. Sehingga pelaksanaan haji dan puasa
tidak selalu terjadi pada musim panas atau musim dingin. Akan tetapi

bergantian sehingga keadilan bagi seluruh penduduk di muka bumi.'

' M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah ..., 555.
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4. Alquran Surah Alkahfi ayat 25
2 G 931555 e Bl Eab a3 15805

Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah

sembilan tahun (lagi)."’

Ayat 25 ini menginformasikan terkait perbedaan kalender
kamariah dengan kalender syamsiah. Perbedaan/selisih keduanya dalam
satu tahun adalah 11 hari sekian jam, bila selisih dikalikan 300 tahun
makan hasilnya 3300 hari, yakni sekitar 9 tahun. Ada riwayat yang
menyatakan bahwasanya yang menemukan perhitungan ini adalah sahabat
Ali Ibn Abi Thalib akan tetapi sembilan tahun dalam perkiraan tersebut
tidaklah tepat sembilan tahun.'®

Potongan surah dan ayat di atas merupakan dasar-dasar hukum
berdasarkan Alquran yang dipakai dalam sistem penanggalan hijriah atau
kalender kamariah. Berikut hadis Rasulullah saw. terkait penanggalan :
Y ¢ Ji b 5 deg dle 0 Jo 0 035 01 ik i Dt Sias
D3 o)l 15056 KL 22 006 s3E ds ki Yy DU 13E s
| ga2d JHBI o) 13 {;_i.;j el L;.,a A dB ol el Oy

Abdullah bin Umar ra. berkata: “Ketika menyebut Ramadan, Rasulullah
saw. bersabda: Jangan puasa kalian sampai melihat hilal (Bulan sabit) dan

jangan berhari raya sampai melihat hilal, jika (hilal) tertutup oleh awan,
maka sempurnakanlah (bilangan menjadi 30 hari).” (Dikeluarkan oleh

' Kementerian Agama RI, A/-Qur’an ..., 589.
" M. Quraish Shihab, TafSir al-Misbah ..., 45.
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Bukhari pada Kitab ke-30, Kitab Shiyam bab ke-11, bab sabda Nabi
“Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah)."

088313883 1385 sk g e O o 63 06106 52k o Saus
o £33 G006 B0 Dk ) beg g i3855 13855 13855 106 F G
dos 0 Jg3s ol b Yo oMl olS TA 13 )l el 53 heg
(1) s 2 lg)

Ibnu Umar ra. berkata: “Nabi saw. bersabda: bulan itu begini, begini dan
begini (sambil menunjukkan jari-jarinya, sepuluh dan sembilan), kemudian
bersabda: dan begini, begini dan begini (sepuluh, sepuluh dan sepuluh), yakni
adakalanya dua puluh sembilan, adakalahnya tiga puluh sembilan hari.”
(Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-68, Kitab Thalaq bab ke-25, bab

Li’an dan firman Allah “dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka”.
(Alquran Surah Annur 24 : 6).%°

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kalender Hijriah merupakan
kalender yang penentuannya berdasarkan peredaran Bulan mengelilingi
Bumi yang ditandai dengan kemunculan hilal pada awal bulan. Salah satu
cara untuk mengetahui kemunculan hilal sebagai pertanda masuknya bulan
baru dengan melakukan rukyat dan hisab. Akan tetapi secara kajian ilmiah
dalam penentuan awal bulan hijriah baik menggunakan rukyat atau hisab di
masa sekarang harus memperhatikan beberapa kriteria yang sudah terbukti
secara ilmiah dan menjadi ukuran kemunculan hilal.

Berikut beberapa kriteria yang menjadi prasyarat masuknya bulan
baru hijriah, diantaranya sudut elongasi (jarak antara garis lengkung Bulan

dengan titik pusat Matahari), umur hilal, posisi hilal terhadap Matahari dan

" Muhammad Fu’ad Abdul Bagqi, A/-Lu’lul Wal Marjanan Fiimaa Ittataga ‘Alaihi Asy-Syaikhani
Al-Bukhari wa Muslim (Kairo,Dar Al-Hadits), 278.

2 1bid., 279.



35

yang hampir selalu menjadi acuan yakni ketinggian hilal.*' Selain kriteria
yang sudah disebutkan di atas, kriteria penting untuk mengetahui akhir dan
awal bulan hijriah yaitu konjungsi (ijtimak). Secara definisi ijtimak
merupakan peristiwa astronomis ketika posisi Bumi, Bulan dan Matahari
terletak pada garis bujur yang sama.”> Pada saat terjadi ijtimak Bulan sulit
diamati dari Bumi karena bagian Bulan yang menghadap ke Bumi gelap
tidak disinari Matahari. Jika Bulan terlihat cahayanya pasti sangat tipis
sekali karena posisi Bulan berdekatan dengan posisi Matahari.*®
Dalam praktiknya rukyat dan hisab keduanya saling berkaitan dan
mendukung satu sama lain. Akan tetapi dalam perkembangannya hisab
rukyat terbentuk mazhab-mazhab. Berikut beberapa mazhab hisab rukyat:
1. Mazhab rukyat
Kata rukyat derivasi dari kata kerja ra’a yang mempunyai kata
benda ru’yatan, berarti melihat dengan mata atau akal atau hati. Secara
istilah rukyat adalah usaha melihat kemunculan hilal pada akhir bulan
(tanggal 29) pada saat Matahari terbenam. Seiring perkembangan zaman
dan teknologi, pemaknaan dan pelaksanaanya rukyat mengalami
perubahan yaitu kegiatan pengamatan atau obervasi yang tidak hanya

menggunakan mata telanjang. Sehingga pengamatan dapat dilakukan

! Rahma Amir, “Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia”, ElFalaky: Jurnal
Ilmu Falak, VoL. 1, Nomor 1, (Tahun 2017 M/1439 H), 98.

2 Dedi Jamaludin, “Penctapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia”, A/-
Marshad: Jurnal Atronomi Islam dan lImu-ilmu Berkaitan, (Desember 2018), 160.

2 bid., 160.
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dengan menggunakan bantuan alat (teleskop, teodolit, alat optik

lainnya) juga bisa dimaknai rukyat.**

2. Mazhab hisab

Hisab secara bahasa bermakna perhitungan. Sedangkan secara

istilah bermakna penentuan awal bulan kamariah yang berdasarkan

peredaran bulan secara astronomis. Hisab sendiri memiliki dua metode

perhitungan yang secara umum digunakan, yaitu Aisab ‘urfi dan hisab

haqiqgi. Berikut penjelasan dari keduanya:

a.

Hisab ‘urfi, merupakan sistem perhitungan yang berdasarkan rata-
rata pergerakan Bulan mengelilingi Bumi yang ditetapkan secara
konvensional®. Metode ini bersifat taksiran untuk memudahkan
mengetahui data peredaran Bulan dan Matahari dengan akumulasi
hari antara 29 atau 30 hari. Metode ini sangat praktis untuk
menyusun kalender sehingga tidak memerlukan perhitungan
peredaran Bulan Matahari. Kelemahan dari metode ini yaitu
keakurasian sangat rendah, sehingga tidak diperbolehkan syarak
untuk menjamin keakurasian perhitungan.26

Hisab haqiqi, merupakan perhitungan kalender yang berdasarkan
peredaran Bulan dan Matahari yang sesungguhnya (menggunakan

data-data astronomis) dan keakurasian dapat diuji. Sehingga tiap

* Ahmad Junaidi, Ru’yat Global Perspektif Figh Astronomi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press,

2010), 8.

* Berdasarkan kesepakatan umum (seperti adat, kebiasaan atau kelaziman)

% Ibid., 11.
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bulan jumlah hari bisa 29 atau 30 hari sesuai perhitungan.”’ Metode

hisab hagigi terbagi menjadi tiga, yaitu:

1)

2)

3)

Hisab haqiqi taqribi, perhitungan penentuan awal Bulan dengan
mencari ijtimak dan ketinggian hilal dengan menghitung rata-
rata waktu ijtimak dengan ditambah waktu sederhana. Data
astronomi yang dipakai berdasarkan data dan tabel Ulugh Bik’®.
Hisab haqiqi tahqgiqi, metode hisab yang menggunakan
perhitungan sesuai dengan konsep atronomi modern dengan
rumus segitiga bola dan memasukkan data lokasi perukyat,
posisi Matahari, Bulan dan data pendukung lainnya. Sehingga
keakurasian perhitungan posisi Bulan dan Matahari dapat diuji.
Hisab haqigi kontemporer, merupakan metode yang sudah
menyesuaikan dengan perkembangan sains dan teknologi,
menggabungkan motode hisab haqiqi tahqigi dengan koreksi
yang lebih teliti dan komplek. Perhitungan hisab ini bisa
menggunakan kalkulator atau komputer. Kriteria penentuan
masuknya awal bulan kamariah dalam metode hisab haqiqi

kontemporer terdapat tiga pedoman yaitu: *’

" Ahmad Junaidi, Ru’yat Global ..., 12.

* Nama lengkapnya Muhammad Turghay Ulugh Bik, dibarat dikenal Tamerlane. Beliau adalah
raja Transoxiana Samarkand, sekaligus pendiri dan direktur observatorium Samarkand yang
merupakan observatorium non-optik terbesar di dunia dengan alat faahri sextant (mempunyai
radius 40 meter). Sepeninggalan belaiu observatorium tersebut tidak terurus dan runtuh.
Reruntuhannya baru diketemukan lagi pada tahun 1908 M oleh arkeolog V. L. Vyatkin. Baca
Ahmad Junaidi, Ru’yat Global Perspektif Figh Astronomi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press,

¥ Ahmad Junaidi, Ru’yat Global..., 14.
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a) Ufuk haqigi, berdasarkan hisab hilal sudah berada di atas
ufuk hagigi meskipun tinggi hilal hanya beberapa derajat
detik kecil dan sudah bisa dikatakan masuk bulan baru.
Pedoman ini dipegang oleh Muhammadiyah secara institusi
dan dikenal dengan sistem hisab wujud al-hilal.

b) Ufuk mar’i, berdasarkan hasil hisab hilal sudah positif di
atas ufuk dengan pertimbangan bias cahaya (refraksi) dan
ketinggian tempat. Metode ini di pedomani oleh Mazhab
kecil (kalender) Menara Kudus.

¢) Imkan al-ru’yat, merupakan pedoman yang lahir dari
pengembangan pemikiran hisab dan rukyat. Awal bulan
bisa dikatakan memasuki bulan baru jika telah terjadi
ijtimak sebelum Matahari terbenam dan pada saat itu
Bulan sudah pada keadaan tertentu sesuai dengan kriteria
vibilitas hilal.

Penentuan awal bulan selain menggunakan hisab dengan metode di
atas, penentuan matlak juga memiliki peranan penting karena menentukan
keberlakuan putusan kemunculan hilal. Matlak secara bahasa berasal dari
asal kata fala’a berarti tempat terbitnya benda-benda langit (rising place).

Sedangkan secara terminologi hisab rukyat, matlak adalah batas daerah
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berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau batas geografis keberlakuan
rukyat.*”

Matlak sendiri ada yang berlaku menyeluruh atau global dan ada
yang berlaku lokal atau sesuai dengan kebijakan pemerintah. Berdasarkan
pendapat jumhur ulama, mazhab Hanafi, Maliki dan Hanafi tidak
mempertimbangkan perbedaan matlak dalam pemberlakuan hasil
rukyatulhilal, istilahnya 7t¢tihad al-matali‘ (menyatukan matlak dalam satuan
hukum rukyatulhilal).! Sedangkan konsep matlak menurut Syafiiyah yaitu
ikhtilaf al-matali ‘ berarti hasil rukyatulhilal berlaku di wilayah dimana rukyat itu

dilakukan atau daerah yang berdekatan.’

B. Metode Penentuan Awal Bulan berdasarkan Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah

Perkembangan hisab rukyat di Indonesia tidak lepas dari peran dan
warna dari lembaga atau organisasi masyarakat (ormas) Islam. Organisasi
kemasyarakatan yang mengawal dan memiliki peranan yang besar dalam
masalah hisab rukyat awal bulan di Indonesia ialah Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah. Keduanya merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar
dan tertua di Indonesia. Praktik fikih hisab rukyat kedua organisasi tersebut
disimbolkan sendiri-sendiri. Nahdlatul Ulama secara institusi disimbolkan
sebagai mazhab Rukyat. Sedangkan Muhammadiyah secara institusi

disimbolkan sebagai mazhab hisab. Berikut profil keduanya

3% Ahmad Junaidi, Ru’yat Global..., 19.
3 bid., 22.
32 1bid., 26.
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1. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama

Semenjak berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) permasalahan
falakiah di bawah naungan langsung dari Rais Syuriah NU Dewan Ulama
atau disebut lembaga Legislatif yang mana metode rukyat sebagai
patokan utama. Sementara hisab sebagai pendukung untuk rukyat yang
berkualitas. Pada tahun 1984 NU melaksanakan Muktamar Situbondo
bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, Asembagus,
Situbondo (Jawa Timur) yang menghasilkan putusan terhadap hukum-
hukum baru, salah satunya terkait penentapan awal bulan (terutama
bulan Ramadan, Syawal, Zulhijah) yang berdasarkan Rukyatulhilal.”

Dua bulan pasca muktamar Situbondo terbentuklah lembaga di
jajaran NU yang bertugas menangani masalah falakiah yang lebih khusus
yaitu Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU). Awal mula berdirinya
LFNU diresmikan oleh KH. Radli Soleh pada 26 Januari 1985. Setelah
terbentuk Lajnah Falakiyah kepemimpinan dipegang oleh KH. Mahfudz
Anwar (pengasuh Pondok Pesantren Al-Mahfudz Tebuireng, Jombang).
Program pokok Lajnah Falakiyah meliputi kajian keagamaan terkait
masalah falakiah, pendidikan dan pelayanan informasi falakiah dan
penerbitan almanak NU.

Sekitar 30 tahun setelah terbentuknya Lajnah Falakiyah Nahdlatul
Ulama, tahun 2015 nama Lajnah Falakiyah berubah menjadi Lembaga

Falakiyah. Perubahan ini merupakan hasil dari keputusan Muktamar NU

3 Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “Sejarah Organisasi”, dalam
http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx, diakses pada 11 Maret 2019.


http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx
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Jombang yang memutuskan seluruh Lajnah dinamakan ulang menjadi
Lembaga dan berada di bawah naungan Tanfidziyah PBNU. Semenjak
perubahan tersebut semakin banyak kegiatan falakiah yang
diselenggarakan.**

Nahdlatul Ulama dalam pengambilan keputusan hukum melalui
sidang para alim ulama yang disebut Lajnah Bahsul Masail adalah sebuah
forum yang membahas masalah-masalah keagamaan dalam rangka
pemberian petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek
kehidupan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama pasal
16 butir 7, “Lajnah Bahsul Masail bertugas menghimpun, membahas dan
memecahkan masalah-masalah yang mawquf dan wagqi 7yah yang harus
segera mendapatan kepastian hukum”. >

Dalam hal ini Bahsul Masail merupakan salah satu sarana dalam
memutuskan hukum terkait pemikiran hisab rukyat. Secara formal
keputusan NU terkait hisab rukyat tertuang dalam keputusan Muktamar
NU XXVII di Situbondo 1984, Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan
rapat kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992. Kemudian
Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta tahun 1993 dan
Rapat Pleno kelima PBNU di Jakarta tahun 1993 yang tertuang dalam

keputusan PBNU Nomor 311/A.11.04.d/1994 tertanggal 1 Syakban 1414

3* Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sejarah...,

% Ahmad Izzuddin, Figih Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan
Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, (Jakarta: Erlangga, 2007), 95.
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H/13 Januari 1994 M.*° Setelah itu terlaksana Bahsul Masail Muktamar
XXX di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada 21-27 November 1999 M
yang mana salah satu putusannnya terkait dengan garis batas
pemberlakuan rukyat (matlak).”” Berdasarkan beberapa konferensi dan
pertemuan terkait hisab rukyat yang sudah dilakukan NU dapat
disimpulkan dalam poin-poin sebagai berikut:

a. Berdasarkan catatan sejarah, bahwasannya Rasulullah saw.,
Khulafaur Rasyidin dan seluruh Mazahibil Arba’ah dalam penetapan
awal bulan hijriah berdasarkan rukyatulhilal,

b. Berdasarkan pemaknaan hadis-hadis hisab rukyat, bahwasannya
penetapan masuknnya awal bulan harus berdasarkan rukyat atau
menyempurnakan 30 hari (istikmal). Oleh karena itu, penetapan
berdasarkan hisab tidak wajib diikuti.

c. Rukyatulhilal hanya dapat diberlakukan dalam satu kawasan satu
negara (wilayah al-hukmi), sehingga rukyat internasional tidak dapat
diterima.

Pemikiran tersebut berdasarkan dasar hukum hisab rukyat yang
diyakini oleh NU yaitu hadis-hadis yang hanya dapat diartikan rukyat
(melihat hilal). Selain berdasarkan hadis, pijakan NU terhadap
pertimbangan pemikiran ulama terdahulu dengan melihat khazanah kitab

fikih yang menurut NU dipandang representatif. Akan tetapi pemikiran

3% Abu Yazid Raisal, “Berbagai Konsep Hilal di Indonesia”, A/-Marshad: Jurnal Astronomi Islam
dan llmu-ilmu Berkaitan, (Desember 2018), 151.

37 Ahmad Izzuddin, Figih Hisab...., 110.
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ulama tersebut juga berdasarkan penafsiran hadis-hadist hisab rukyat
tersebut. **

Menurut mazhab rukyat sendiri hadis hisab rukyat secara makro
bersifat ta‘abudi — ghayr ma‘qul ma‘na. Akan tetapi secara organisasi
Nahdlatul Ulama sendiri tidak sepenuhnya bersifat ta‘abudi — ghayr
ma‘qul ma‘na. Hal ini terbukti bahwasanya rukyat yang dilakukan oleh
NU tidak harus menggunakan mata telanjang. Dianggap sah dan dapat
diterima rukyat menggunakan alat dengan syarat alat semakin
memperjelas objek yang dilihat (ainnul hilal) dan posisi hilal tidak di
bawah ufuk. Pendapat NU ini berdasarkan pemikiran Imam Bakhit al-
Muthi’ T dalam kitab Irshad ahli Milal. Selain terkait cara melihat hilal,
NU juga menetapkan matlak keberlakuan hasil rukyat dengan pedoman
matla‘ fi wilayah al-hukmi sehingga hasil rukyat berlaku satu wilayah
hukum (Indonesia).*

Dalam praktiknya NU perpegang pada hasil rukyat meskipun
menggunakan hisab. Hal ini berdasarkan pemikiran Imam Ramli dalam
Nihayatul Muhtaj dan Fatawa, dan pemikiran Abdurrahman bin
Muhammad Ba’lawi dalam Bughyatul Mustarsyidin dan Abdul Mu’thi
As-Saqa dalam A/-Isyadatus Saniyah Ilal Ahkamil Fighiyah.*’

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa

penetapan-penetapan awal Ramadan, Idul Fitri dan awal Zuhijah yang

% Ahmad Izzuddin, Figh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan
Mazhab Hisab, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), 126.

¥ 1bid., 128.
“bid., 128
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dipegang NU adalah ru‘yat al-hilal bi al-fi‘li atau istikmal. Sedangkan
kedudukan hisab sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyat. Penetapan
awal bulan berlaku untuk umum bagi masyarakat Muslim seluruh
Indonesia dan dilakukan pemerintah (“ithbat al-hakim). Berkaitan dengan
garis batas pemberlakuan rukyat (matlak), NU memegangi prinsip mat/a“
11 wilayah al-hukmi.
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Langkah perbaikan diusahakan untuk memahami kembali Islam
dan berbuat sesuai standar kebenaran dalam beragama Islam atau disebut
gerakaan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam. Pemikiran
tersebut diwujudkan oleh KH. Ahmad Dahlan dengan mendirikan
organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijah
1330 H/ 18 November 1912 M. Misi utama yang dibawa Muhammadiyah
yaitu tajdid (pembaharuan) pemahaman agama dalam bentuk memurnikan
dan membersihkan hal-hal yang bukan termasuk ajaran Islam. Secara
organisasi pembaharuan tersebut dibagi menjadi tiga bidang garapan
yaitu Bidang Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan.*'

Permasalahan falakiah sendiri masuk bidang garapan keagamaan.
Bidang keagamaan memiliki tugas menemukan kembali ajaran atau
prinsip dasar yang berlaku abadi dalam Islam dan melakukan segala
sesuatu sesuai dengan syariat Islam. Usaha pemurnian dalam bidang

keagamaan yang berkaitan dengan falakiah yaitu penentuan arah kiblat

1 Official Website of Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, “Sejarah Majelis Tarjih”,
dalam https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/, diakses pada 11 Maret 2019.


https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/
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yang tepat dalam sembahyang. Hal tersebut sebagai kebalikan dari
kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke barat dan pengunaan
perhitungan astronomi dalam penentuan akhir bulan puasa (hisab),
sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan Bulan oleh petugas agama.
Permasalahan falakiah berada di bawah naungan Majelis Tarjid dan
Tajdid Muhammadiyah yang didirikan atas dasar keputusan kongres
Muhammadiyah ke-XVI di Pekalongan atas usul KH. Mas Mansyur pada
tahun 1972.*

Secara organisasi kebijakan hisab rukyat Muhammadiyah tertuang
dalam putusan Muktamar Khususi di Pencongan Wiradesa Pekalongan
pada tahun 1972. Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah metode hisab
yang memenuhi persyaratan adalah metode yang dikembangkan oleh
Sa’adoeddin Djambek, yang mana data-data astronomis diambil dari
Al-Manak Nutika yang dikeluarkan TNI Angkatan Laut Dinas
Oceanografi terbit setiap tahun. Sehingga penentuan tanggal dengan
perhitungan (Aisab gat‘7) menurut Muhammadiyah adalah ijtihad yang
tepat.”

Berdasarkan hasil Muktamar Tarjih Muhammadiyah di
pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut:**

a. Berpijak pada pemahaman hadis-hadis hisab rukyat dan Alquran

surah Yunus ayat 5, penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah

* Official Website of Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, “Sejarah ...,
* Ahmad Izzuddin, Figih Hisab Rukyah ..., 124.
* Ahmad Izzuddin, Figh Hisab...., 131.
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dengan rukyat yang muktabar dan tidak berhalangan menggunakan
hisab.

b. Rukyat muktabar menurut Muhammadiyah adalah apabila posisi hilal
dinyatakan sudah wujud oleh hisab.

Secara dasar hukum NU dan Muhammadiyah tidak berbeda. Akan
tetapi Muhammadiyah memaknai hadis hisab rukyat dengan pemaknaan
rukyat yaitu melihat dengan mata ilmu, dalam artian melihat melalui
bantuan perhitungan/hisab. Dalam hal ini pemaknaan hadis hisab rukyat
Muhammadiyah bersifat ta’aquli — ma’qul ma’na — Rasionalisasi.
Sehingga pemahaman terhadap rukyat dapat dikembangkan dan sejalan
dengan pemikiran mazhab hisab secara makro.*

Muhammadiyah dalam penentuan masuknya awal bulan hijriah
menggunakan kriteria hisab wujudul hilal. Prinsip ini merupakan
pemikiran Muhammad Wardan dalam bukunya Hisab Urfi dan Hakiki.
Akan tetapi tolak ukur hisab wujudul hilal tidaklah pasti terkait posisi
hilal yang dipakai acuan yaitu hilal yang berada di ufuk hakiki atau ufuk
mar’i. Sehingga dalam internal Muhammadiyah melakukan diskusi yang
menghasilkan putusan dengan memberlakukan satu matlak dalam
kawasan Indonesia, hal ini sebagai solusi atas perbedaan acuan wujudul
hilal.

Hasil keputusan kongres Muhammadiyah ke-XVI di Pekalongan

tahun 1972 kemudian ditindak lanjuti dalam beberapa musyawarah yang

* Ahmad Izzuddin, Figh Hisab...., 131-133.
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dilaksanakan oleh Muhammadiyah yaitu Musyawarah Nasional (Munas)
Tarjih ke 25 di Jakarta tahun 2000, kemudian ditindak lajuti dan
diperkuat dengan diadakan Munas Tarjih ke 26 di Padang tahun 2003.*
Berdasarkan  keputusan dari beberapa musyawarah di atas,
Muhammadiyah memperkuat pemikirannya terkait metode hisab wujudul
hilal dengan kriteria sebagai berikut:

a. Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam

b. Matahari terbenam terlebih dahulu dari pada Bulan

Dengan kedua kriteria wujudul hilal tersebut langkah yang

ditempuh Muhammadiyah yaitu menghitung saat terjadinya ijtimak,
menghitung saat matahari terbenam dan ketinggian hilal (posisi tepi
piringan atas bulan relatif terhadap ufuk) untuk wilayah tertentu.*’ Jadi
kesimpulan terhadap metode hisab Muhammadiyah yaitu menggunakan
hisab wujud al-hilal”® atau hisab milad al-hilal”® dan menggunakan matla‘

11 wilayah al-hukmi (berlaku untuk satu wilayah hukum Indonesia).

C. Kalender Hijriah Global

Kalender Hijriah mulai ada ketika ditetapkan oleh Khalifah Umar Ibn

Khattab yang disesuikan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah saw. dari

% A. Mukarram, “Kriteria Wujud Hilal (Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif
Muhammadiyah), Materi dalam acara “Sekolah Kader Tarjih 17, (23-25 November 2018 di Graha
UMSIDA Trawas), 8.

“1bid., 15.

* Menurut Muhammad Wardan (mantan pimpinan pusat Muhammadiyah), wujid al-hilal adalah
matahari terbenam terlebih dahulu daripada terbenamnya Bulan (hilal) walaupun satu menit atau
kurang.

* Ahmad Izzuddin, Figih Hisab Rukyah ...,125.
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Mekah ke Yatsrib (Madinah). Sistem penanggalan disesuaikan dengan
peredaran Bulan serta digunakan umat Islam dalam penentuan masa-masa
ibadah. Kata global sendiri bermakna secara umum dan keseluruhan, secara
garis besar dan meliputi seluruh dunia.’® Sedangkan yang dimaksud kalender
global hijriah adalah satu kesatuan kalender hijriah yang awal bulannya
disepakati dan dimulai serentak pada hari yang sama di seluruh dunia.’’
Penyatuan kalender hijriah global sudah menjadi wacana ilmuwan
falak dan astronomi dengan melihat permasalahan perbedaan penentuan awal
bulan hijriah. Salah satu pencetus konsep kalender Islam internasional yaitu
Astronom Muslim Malaysia, Mohammad Ilyas. Lahirnya gagasan kalender
tersebut dilandasi dengan permasalahan terkait keberlakuan kalender Islam
yang masih bersifat lokal yang tidak jarang menimbulkan perbedaan dalam
penentuan hari-hari besar Islam terutama terkait ibadah.”” Gagasan yang
ditawarkan oleh Mohammad Ilyas ada dua, pertama Hisab imkan al-ru‘yah
(crencent visibility) yang bertujuan juga untuk menemukan “Garis Tanggal
Kamariah Antarbangsa” dengan melakukan hisab diberbagai tempat di
belahan dunia untuk menemukan titik-titik 7mkan al-ru‘yah yang berpotensi

hilal dapat dilihat. Kedua penentuan International Lunar Date Line (ILDL)

untuk mengubungkan antar wilayah guna mendapatkan keseragaman hilal

*0 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan daan Kebudayaan RI.,
“Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima”.

°! Muhammad Hidayat, “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan
Rekomendasi Jakarta 2017, Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan llmu-ilmu Berkaitan, (Juni
2018), 67.

52 Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al-Hilal dan Visibilitas
Hilal”, Ahkam, Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013), 163
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yang terbagi menjadi tiga zona kalender yaitu Benua Amerika, Eropa dan
Asia Pasifik.”

Gagasan tersebut diteliti di Universiti Sains Malaysia melalui bidang
International Islamic Calendar Programme (IICP) yang menghasilkan tiga
kriteria sebagai berikut pertama, kriteria posisi Bulan dan Matahari dengan
persyaratan tinggi minimum hilal 4 derajat jika beda azimut keduanya lebih
dari 45 derajat. Bila beda azimut keduanya 0 derajat, maka tinggi hilal harus
10,5 derajat. Kedua, kriteria beda waktu terbenam antara Bulan dan
Matahari yaitu 40 menit setelah terbenamnya Matahari. Dan ketiga, kriteria
umur Bulan yang dihitung sejak ijtimak, dalam hal ini hilal harus berumur 16
jam untuk wilayah tropis dan 20 jam untuk wilayah lintang tinggi.’*
Kemudian hasil riset dipublikasikan ke negara-negara Islam yang
tergambung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk didialogkan dan
tindak lanjuti melalui pertemuan baik skala nasional maupun internasional.
Salah satu pertemuan tersebut ialah Konferensi Penyatuan Awal Bulan
Kamariah di Istanbul Turki pada tanggal 26-29 Zulhijah 1398 H / 27-29
November 1978.>> Selain pertemuan di Turki tahun 1978, beberapa
petemuan ilmuan falak dan astronomi yang membahas terkait kalender
global hijriah di antaranya seminar penanggalan Islam internasional di

Malaysia pada tanggal 8-10 Juni 1988. Berselang 3 tahun terlaksana juga

3 Rupi’i Amri, “Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasioanal”,
Prefetika, Jurnal Studi Islam, Vol.17, No. 1, (Juni 2016), 7.

>* Akh. Mukarram, “Kriteria Dr. Moh. Ilyas Malaysia” dalam materi power point.
>*Susiknan Azhari, Penyatuan Kalender ..., 163.
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Konferensi Kalender Islam Internasional pada 8-10 Oktober tahun 1991 di
Penang Malaysia.”®

Temu pakar falak dengan tema “Pengkajian Perumusan Kalender
Islam” diselenggarakan oleh Islamic Education, Scientific and Cultural
Organizational (ISESCO) bekerja sama dengan Asosiasi Astronomi Maroko
dan Jami ‘iyyat al-Da‘wah al-Islamiyah al- ‘Alamiyah di Rabat, Maroko pada
tanggal 15-16 Oktober 2008.>

Gagasan kalender Islam unifikatif menginspirasi beberapa ilmuwan di
antaranya Nidhal Guessoum dan Muhammad Odeh. Muktamar Falak pada
16-18 Jumadil Akhir 1431/30 Mei — 1 Juni 2010 di Abu Dhabi menghasilkan
pemikiran kalender Islam internasional yang terbagi menjadi dua model,
yaitu Kalender Zonal yang dipelopori oleh Nidhal Guessoum dan
Mohammad Odeh®® dan Kalender Terpadu dipelopori oleh Jamaluddin Abder
Razik, Khalid Shaukat dan Muhibullah Durrani.”’

International Hijri Calendar Unity Congress (Kongres Kesatuan
Kalender Hijriah Internasional) pada 28-30 Mei 2016 M / 21-23 Syakban
1437H di Istanbul Turki yang dihadiri hampir 50 negara, sedangkan dari
Indonesia ada tiga perwakilan. Perwakilan dari Indonesia ialah Prof. Syamsul

Anwar (dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah), Hendro Setyanto, M.Si.

*0 Siti Tatmainul Qulub, “Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad
Ilyas, UIN Sunan Ampel Surabaya, 30.

* Rupi’i Amri, Pemikiran Mohammad Ilyas ..., 8.

* Nama asli Muhammad Syaukat Audah dari Jornanian Astronomical Society — Islamic
Crescents Observation Project (JAS-ICOP) dalam Ade Jamarudin, * Isbat Ramadhan in The
Perspektive of Al-Qur’an”, Jurnal Madania: Volume 8: 1 (2018), 102.

%% Susiknan Azhari, Penyatuan Kalender ..., 164.



51

(astronom dari Lajnah Falakiyah PBNU) dan KH. Mahyudin Junaedi, MA.
(MUI). Fokus pembahasan Kongres Istanbul Turki 2016 ada dua yaitu
Kalender dua zona bebasis ijtimak (hisab murni) dan kalender tunggal
berbasis imkan rukyat (visbilitas hilal). Pemilihan keduanya berdasarkan
hasil diskusi dan berdasarkan pemungutan suara. Hasil dari kongres Istanbul
Turki 2016 direkomendasikan sistem kalender global tunggal (singular
calendar) yang berarti mengawali awal bulan hijriah pada hari yang sama
diseluruh dunia. Sistem kalender hijriah global menggunakan kriteria imkan
rukyat (visibilitas hilal) dengan kriteria tinggi hilal 5 derajat, sudut elongasi
(jarak Bulan Matahari) lebih dari 8 derajat dan dengan catatan saat terjadi
imkan rukyat di Selandian Baru belum terbit fajar.*

Konferensi falak yang baru diselenggarakan yaitu Seminar
Internasional Fikih Falak dengan tema “Peluang dan Tantangan
Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” yang diselengarakan oleh
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. pada 09-11
Rabiul Awal 1439 H / 28-30 November 2017 M di Hotel Adyaduta,
Jakarta.®’ Seminar ini merupakan tindak lanjut dari Kongres Kesatuan
Kalender Hijriah Internasional Turki 2016 dan diikuti ahli falak dan
astronomi dari empat belas negara yaitu Maroko, Irlandia, India, Inggris, Uni

Emirat Arab, Yordania, Singapura, Irak, Arab Saudi, Iran, Amerika, Brunei,

% Thomas Djamaluddin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender
Tunggal”, dalam https:/tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-
hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/, diakses pada 10 Maret 2019.

' Thomas Djamaluddin, “Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam
Tunggal”, dalam https:/tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-
upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/, diakses pada 10 Maret 2019.


https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/
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Malaysia dan Indonesia.’® Itulah beberapa konferensi penyatuan kalender
hijriah baik tingkat nasional maupun internasional yang sudah pernah
dilaksanakan oleh beberapa lembaga pemerintahan guna membahas

penyatuan kalender hijriah global.

% Agus Yulianto, “24 Negara Islam Dukung Rekomendasi Jakarta Usulan Indonesia”, dalam
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/p087ww396-24-negara-
islam-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia, diakses pada 10 Maret 2019.


https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/p087ww396-24-negara-islam-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/p087ww396-24-negara-islam-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia

BAB III
REKOMENDASI JAKARTA 2017, RESPONS LEMBAGA FALAKIYAH
PWNU JAWA TIMUR DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PW
MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR

A. Rekomendasi Jakarta 2017

Salah satu upaya penyatuan kalender hijriah global yang diadakan
pada tahun 2017 pasca Kongres Istanbul Turki 2016 adalah Seminar
Internasional Fikih Falak. Seminar tersebut diselenggarakan oleh Ditjen
Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dan mengusung tema
“Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”
yang dilaksanakan pada 09- 11 Rabiul Awal 1439 H/28- 30 November 2017,
bertempat di Hotel Adyaduta, Jakarta. Seminar Internasional Fikih Falak ini
sebagai wujud tindak lanjut Kongres Kesatuan Kalender Hijriah
Internasional Istanbul Turki 2016."

Seminar tersebut diikuti oleh ahli falak dan astronomi dari empat
belas negara yaitu Maroko, Irlandia, India, Inggris, Uni Emirat Arab,
Yordania, Singapura, Irak, Arab Saudi, Iran, Amerika, Brunei, Malaysia dan
Indonesia yang menjadi tua rumah.” Hasil dari Seminar dan diskusi oleh para
ahli falak yang hadir dalam acara tersebut berupa Rekomendasi Jakarta 2017.

Berikut nama-nama pakar falak dan astronomi yang ikut andil dalam

' Thomas Djamaluddin, “Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam

Tunggal”, dalam https:/tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-
upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/, diakses pada 10 Maret 2019.

> Agus Yulianto, “24 Negara Islam Dukung Rekomendasi Jakarta Usulan Indonesia”, dalam
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/p087ww396-24-negara-
islam-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia, diakses pada 10 Maret 2019.
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https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/p087ww396-24-negara-islam-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia
https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/30/p087ww396-24-negara-islam-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia
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menyusun Rekomendasi Jakarta 2017: Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin,
M.Ag (Indonesia), Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia), Dr. H.
Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia), Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia), Dr.
H. Assadurrahman, MA (Indonesia), Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd
(Indonesia), Dr. H., Juraidi, MA (Indonesia), H. Nur Khazin, S.Ag
(Indonesia), H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia), Musthofa Abdallah Al-
Hussein Ananbeh (Yordania), Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin
(Malaysia), Shahril Azwan Hussin (Malaysia), Muhammad Zakuwa bin Hj.
Rodzali (Malaysia), Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura), Tuan
Muhammad Faizal bin Othman (Singapura), Arefin bin Hj. Jaya (Brunei
Darussalam) dan Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam).’

Berikut isi dari Rekomendasi Jakarta 2017 hasil pemikiran pakar
falak dan astronomi yang sudah disebutkan di atas:

Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang
unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antar
negara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriah,
maka Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan
perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap
kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016
dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4
derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markas Kawasan Barat Asia
Tenggara.

2. Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan
penentuan awal bulan hijriah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi
juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan
eksistensi hisab dan rukyat.

* Thomas Djamaluddin, Rekomendasi Jakarta 2017 ...,
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3. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi
kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi
sekaligus, yaitu:

a. Adanya kriteria yang tunggal;
b. Adanya kesepakatan batas tanggal; dan
c. Adanya otoritas tunggal.

4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah
memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4
derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi mazhab
imkan rukyat dan madzhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4
derajat dan ketingian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang
menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara
astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang
dari 3 derajat.

5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku
secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International
Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal
usulan Kongres Istanbul 2016.

6. Bahwa kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu
dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati.
Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar
negara-negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai
otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global
dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di
seluruh dunia.

7. Organisasi Konferensi Islam (OKI) perlu membentuk/mengaktifkan
kembali lembaga atau semacam working grup/lajnah daimah yang khusus
menangani bidang penetapan tanggal hijriyah internasional.

Hasil Rekomendasi Jakarta 2017 di atas disahkan pada 30 November
2017 di Hotel Adyaduta, Jakarta, Indonesia.

Kriteria awal bulan Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu ketinggian hilal
3 derajat dan sudut elongasi Bulan Matahari 6,4 derajat. Secara ilmiah
kriteria tersebut lahir dari temuan-temuan di lapangan sebagai berikut,
ketinggian hilal 3 derajat hasil dari 4 derajat beda tiggi Bulan Matahari saat
matahari terbenam® dikurangi dengan tinggi Matahari sebesar -50 menit,

sehingga dihasilkan nilai 3 derajat 10 menit sehingga dibulatkan menjadi 3

* Hasil penelitian Mohammad Ilyas (1988) dan Caldwell dan Laney)
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derajat. Sedangkan minimal sudut elongasi Bulan Matahari 6,4 derajat
merupakan hasil penelitian Odeh di Jornanian Astronomical Society — Islamic
Crescents Observation Project (JAS-ICOP) pada tahun 2004 terhadap limit
Danjon.5

B. Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timur

Berdirinya suatu lembaga atau instansi tentunya meninggalkan
catatan sejarah yang mencerminkan bagaimana sebuah lembaga atau instansi
tersebut. Oleh karena itu tidak beda dengan kedua lembaga yang menjadi
objek dalam penelitian ini yaitu Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan
Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur. Penggalian
informasi terkait sejarah kedua lembaga tersebut melalui proses wawancara
terhadap narasumber yang telah direkomendasikan oleh masih-masing
lembaga. Berikut pemaparan kilas sejarah Lembaga Falakiyah PW Nahdlatul
Ulama Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa
Timur:

1. Sejarah Lembaga Falakiyah PWNU Jama Timur
Awal mula berdirinya Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
pada tahun 1992. Pada saat itu kepengurusan PWNU di ketuai oleh

KH. Hasim Muzadi. Pemberian nama Lembaga Falakiyah NU pada saat

> Thomas Djamaluddin, “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”, dalam
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-
astronomi/, diakses pada 29 Juli 2019.


https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/
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itu adalah Lajnah Falakiyah® PWNU Jawa Timur. Ketua pertama LFNU
yaitu KH. Kamil Hayan dari Gresik dan KH. Salam Nawawi sebagai
sekretaris. Latar belakang berdirinya Lembaga Falakiyah PWNU Jawa
Timur sendiri sudah menjadi suatu tatanan dalam organisasi NU karena
secara Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama sudah ada Lajnah Falakiyah.’
Terkait bahasan hisab rukyat sudah lama ada dan banyak
perorangan yang melakukan kegiatan falak seperti rukyatulhilal. Selain
adanya Anggaran Dasar NU terkait Lajnah Falakiyah, di sisi lain yang
melatar belakangi berdirinya Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
yaitu sebagai wadah para pengiat dan ahli falak di wilayah Jawa Timur
khususnya. Selain itu juga sebagai bentuk solusi dari kasus perbedaan
dalam penentuan awal bulan hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal
dan Zulhijah.®
Pada awal berdirinya Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
sudah ada program kerja yang dijalankan, yaitu:’
1. Menjawab tema-tema Bahsul Masail terkait hisab rukyat dan
pembahasan dalam forum silaturahmi ulama seluruh Jawa Timur.
2. Mendampingi Rais Syuriah ketika wawancara media berkenaan

dengan penentuan awal bulan hijriah.

% Pada tahun 2015 nama Lajnah Falakiyah berubah menjadi Lembaga Falakiyah. Perubahan ini
merupakan hasil dari keputusan Muktamar NU Jombang yang memutuskan seluruh Lajnah
dinamakan ulang menjadi Lembaga dan berada di bawah naungan Tanfidziyah PBNU.

" Salam Nawawi, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2019.
¥ Abdul Moeid Zahid, Wawancara, Gresik, 26 April 2019.
? Salam Nawawi, Wawancara, Surabaya, 19 Juni 2019.



58

3. Mewakili PWNU Jawa Timur menjadi Narasumber dalam pertemuan
ilmiah, termasuk dialog interaktif di televisi.

4. Memberi pertimbangan pimpinan Nahdlatul Ulama berkenaan dengan
laporan hasil rukyat dan mengkordinir Lajnah Falakiyah cabang
dalam melakukan rukyatulhilal.

5. Menyusun kalender hijriah untuk PWNU Jawa Timur.

6. Mencanangkan diklat hisab rukyat.

Posisi Lembaga Falakiyah dalam jajaran organisasi Nahdlatul
Ulama sebagai pemberi pertimbangan kepada NU terkait permasalahan
falak.

2. Sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

Secara struktur organisasi, Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah membawahi tiga bidang garapan yaitu Agama,
Pendidikan dan Kemasyarakatan. Sedangkan permasalahan terkait
falakiah termasuk lingkup bidang garapan agama yang masuk dalam
Devisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid."°

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fathurrahman Sany di
Gedung Dakwah Muhammadiyah Jombang. Beliau menjelaskan sejarah
awal mula adanya divisi hisab di PW Muhammadiyah Jawa Timur di
bawah naungan Majelis Tarjih dan Tajdid yaitu dengan diadakan
pelatihan calon ahli hisab lingkup wilayah jawa timur yang dikomandani

oleh profesor Imam Mukhlas. Pelatihan tersebut dilaksanakan pada tahun

' Fathurrahman Sany, Wawancara, Jombang, 10 April 2019.



59

1993 dan pada tahun yang sama divisi hisab mulai aktif. Pelatihan
tersebut dilaksanakan selama 10 bulan dan melahirkan beberapa ulama
hisab yang berwawasan.

Kemudian pada tahun 1998 dibentuk secara resmi Divisi Hisab
yang di bawah naungan Majelis Tarjih dan Tajdid baik pada tingkat
pusat maupun tingkat wilayah. Begitu juga di PW Muhammadiyah Jawa
Timur.

Divisi hisab bertujuan memberikan masukan ke pimpinan pusat,
masukan tersebut dari semua perwakilan wilayah divisi hisab
Muhammadiyah. Kemudian hasil pengumpulan data ke pusat
menghasilkan keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat
Muhammadiyah. Sistem tersebut bertujuan sebagai langkah agar tidak
ada perbedaan hisab antara satu dengan lain atau disebut kesepakatan
kolektif (zjtihad jama*i).

C. Respons Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Rekomendasi Jakarta 2017

Perbedaan dalam memaknai serta memahami Alquran dan Hadis
terkait penentuan awal bulan hijriah oleh masing-masing ormas Islam
melahirkan berbagai macam kriteria. Perbedaan tersebut menjadikan
perlaksaan dan perayaan ibadah antara satu ormas Islam dengan yang lainnya
tidak dalam satu waktu yang sama.

Perbedaan ini tidak hanya menjadi permasalahan lokal, akan tetapi

sudah menjadi suatu permasalahan bersama umat muslim diseluruh dunia.
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Adanya permasalahan tersebut serta diiringi perkembangan zaman dengan
melihat urgensi dari kalender hijriah baik secara administrasi, ibadah dan
kemaslahatan bersama. Sebagai penjembatan atas permasalahan tersebut,
munculah pemikiran unifikasi kalender Islam internasional. Salah satu
ilmuwan yang menjadi penggagas kalender Islam internasional adalah
Mohammad Ilyas.

Konsep kalender Islam internasional Mohammad Ilyas dikerjakan
melalui Internasional Islamic Calendar Progamme (IICO) di Universitas
Sains, Penang Malaysia. Hasil konsep tersebut kemudian disebarkan ke
negara Islam yang bergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).
Kemudian ditindak lanjuti dengan beberapa konferensi baik regional maupun
intenasional, seperti konferensi terkait Penyatuan Awal Bulan Kamariah
yang dilaksanakan di Istanbul Turki pada tanggal 26-29 Zulhijah 1398 H /
27-29 November 1978 M yang melahirkan dua persyaratan yaitu asas
penetapan awal bulan hijriah dengan menggunakan rukyat, baik
menggunakan mata telanjang atau metode observasi ilmiah modern dan
harus memenuhi syarat imkan rukyat, tinggi hilal minimal 5 derajat dan
sudut elongasi minimal 8 deraj at.'' Setelah konferensi tersebut mulai sering
diadakan konferensi/kongres/ seminar tekait penyatuan kalender hijriah.

Salah satu konferensi penyatuan kalender hijriah global tunggal yang

baru saja diadakan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Seminar Internasional

' Syamsul Anwar, “Dari Istanbul kembali ke Istanbul Mengintip Jalan Panjang Upaya Penyatuan
Penanggalan Islam”, dalam http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-kalender-islam-falak-
544.html, diakses pada 18 Mei 2019.


http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-kalender-islam-falak-544.html
http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-kalender-islam-falak-544.html
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Fikih Falak yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai bentuk
tindak lanjut dari Kongres Istanbul Turki 2016, dengan kriteria baru
penentuan awal bulan hijriah yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut
elongasi Bulan Matahari minimal 6,4 derajat.

Penulis dalam penelitian ini berusahan mengkaji kriteria baru hasil
Rekomendasi Jakarta 2017 berdasarkan sudut pandang ormas Islam. Dalam
hal ini peneliti mengambil lingkup penelitian di wilayah Jawa Timur yang
fokus terhadap Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih
dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur. Berikut beberapa narasumber
yang mewakili Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih
dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur dalam memberikan respons
terhadap hasil Rekomendasi Jakarta 2017:

1. Pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur:
a. Shofiyullah (Ketua)
b. Abdul Moeid Zahid (Divisi Pendidikan dan Pelatihan)
c. Ali Mustofa (Divisi Penelitian dan Pengembangan)
2. Pengurus Devisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah
Jawa Timur:
a. Akh. Mukarram (Ketua)
b. Fathurrahman Sany (Sekretaris)
c. Agus Purwanto (Wakil Ketua)
Pemilihan narasumber tersebut berdasarkan rekomendasi dari

pengurus masing-masing lembaga dengan mempertimbangkan pengalaman
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serta keilmuan narasumber dalam bidang falak terutama dalam masalah
penanggalan. Akan tetapi dalam proses penelitian, narasumber dari Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur semuanya memberikan tanggapan terkait
maksud dari penelitian ini. Sedangkan narasumber dari Majelis Tarjih dan
Tajdid PW Muhammadiyah hanya dua yang memberikan tanggapan yaitu
Akh. Mukarram dan Fathurrahman Sany. Sedangkan yang tidak memberikan
tanggapan yaitu Agus Purwanto. Saat ditemui Peneliti setelah mengisi
seminar astronomi di UIN Sunan Ampel, Agus Purwanto menyampaikan
bahwa tanggapan dari pihak Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah
sudah cukup diwakili oleh Akh. Mukarram dan Fathurrahman Sany.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Peneliti
terhadap narasumber di atas secara garis besar memberikan respons positif
terkait hasil Rekomendasi Jakarta 2017. Akan tetapi masih banyak catatan
terkait implemetasi dari hasil rekomendasi. Salah satu yang menjadi catatan
yaitu perlu adanya pengkajian yang mendalam untuk menjadikan suatu
kriteria yang mapan, dapat diterima dan bisa diimplementasikan secara
regional dan global (membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang).
Berikut lebih detail hasil wawancara terkait respons dari Lembaga Falakiyah
PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa
Timur:
1. Tanggapan narasumber Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan
Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap

Rekomendasi Jakarta 2017.
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a. Tanggapan narasumber Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
1) Shofiyulloh

Berdasarkan hasil ~wawancara langung kepada
Shofiyulloh di rumahnya kompleks Pondok Pesantren Miftahul
Huda IV, Kampung Baru, Mojosari, Kepanjen, Malang. Beliau
merupakan ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
periode 2018-2023 dan salah satu tamu undangan dalam acara
Seminar Internasional Fikih Falak 2017 waktu itu.

Berdasarkan pemaparan beliau hasil Rekomendasi
Jakarta 2017 merupakan wujud penyempurnaan kriteria yang
sudah ada dan suatu hal yang bagus. Akan tetapi secara pribadi
beliau berpendapat, dengan adanya usulan baru terkait
penyatuan kalender hijriah seharusnya dapat menjembatani
kebersatuan antara mazhab/aliran rukyat dan hisab. Pada
kenyataanya kriteria hasil Rekomendasi Jakarta 2017
berpeluangan memperbesar jurang perbedaan keduanya.'?

Berdasarkan fakta yang ada, ketinggian hilal 2 derajat
merupakan nilai dimana pada ketinggian tersebut pernah ada
perukyat yang menyaksikan kemunculan hilal. Hal tersebut
berlaku bagi mazhab rukyat. Sedangkan bagi mazhab hisab,
ketinggian hilal 0 derajat atau positif sudah bisa dikatakan

masuk bulan baru. Kita tahu dari fakta tersebut, perbedaan

12 Shofiyulloh, Wawancara, Malang, 20 Mei 2019.
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antara 2 derajat dan O derajat masing sangat mungkin terjadi.
Apalagi jika kriteria 2 derajat dinaikan menjadi 3 derajat.
Tentunya perbendaan antara rukyat dan hisab semakin besar.
Usulan Rekomendasi Jakarta 2017 bagus, akan tetapi harus
memperhatikan dan mempikirkan bagaimana mempersempit
perbedaan.

Abdul Moeid Zahid

Wawancara kepada Abdul Moeid Zaid pada jumat, 26
April 2019 di Rumah beliau jalan Kyai Sahlan 13 No. 22,
Manyarsidomukti, Manyar, Gresik. Posisi beliau di Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur sebagai anggota Divisi
Pendidikan dan Pelatihan. Beliau juga salah satu tamu
undangan acara Seminar Internasional Fikih  Falak
“Rekomendasi Jakarta 2017”.

Berdasarkan hasil wawancara, beliau menyampaikan
bahwasannya ahli falak dari Lembaga Falakiyah PWNU
menerima hasil Rekomendasi Jakarta 2017 dan mungkin untuk
diterapkan. Hal ini jika dilihat dari segi saintifik. Akan tetapi
jika dilihat secara organisasi masih belum bisa menerima

kriteria baru dalam menentukan awal bulan hijriah. Dalam hal



65

ini NU tetap menggunakan hasil keputusan Muktamar yaitu
rukyat sebagai penentu awal masuknya bulan baru."

Kita ketahui juga, bahwasannya pengambilan keputusan
dalam NU harus dilakukan melalui sidang Bahsul Masail
terlebih dahulu. Maka dari itu penerimaan suatu kriteria baru
tidak serta merta bisa diterima. Meskipun secara saintifik ahli
falak menerima, akan tetapi tetap harus mematuhi keputusan
hasil muktamar karena NU merupakan induk dari Lembaga
Falakiyah.

Secara saintifik, ahli falak NU tetap mengapresiasi hasil
dari Rekomendasi Jakarta 2017. Kriteria dari rekomendasi
sendiri yaitu 3 derajat minimal ketinggian hilal dan sudut
elongasi minimal 6,4 derajat. Cakupan kriteria tersebut untuk
kawasan Indonesia, jika ketinggian hilal 3 derajat di daerah
Sabang berkemungkinan besar untuk wilayah seluruh Indonesia
sudah wujudul hilal. Sehingga dari segi wujudul hilal tidak
diragukan, sedangkan untuk imkan rukyat dinaikan menjadi 3
derajat sebagai apesiasi Rekomendasi Jakarta 2017.

3) Ali Mustofa

Jumat, 28 Juni 2019 telah terlaksana wawancara kepada

Ali Mustofa di rumahnya di Desa Maesan, Mojo, Kediri. Dia

merupakan salah satu pengurus Lembaga Falakiyah PWNU

3 Abdul Moeid Zahid, Wawancara, Gresik, 26 April 2019.
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Jawa Timur dalam Divisi Penelitian dan Pengembangan. Selain
itu dia juga salah satu tamu undangan sekaligus peserta dalam
Seminar Internasional Fikih Falak “Rekomendasi Jakarta
20177,

Ali Mustofa menyampaikan bahwa dari Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur mengapresiasi hasil
Rekomendasi Jakarta 2017. Akan tetapi ada catatan terkait
kriteria hasil Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu kenaikan kriteria
dari 2 derajat menjadi 3 derajat berkemungkinan memperbesar
peluang perbedaan antara mazhab rukyat dan hisab.

Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 berawal dari ide dari
Thomas Djamaluddin yang bermula dari kriteria awal bulan
LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) yaitu
4 derajat. Akan tetapi kriteria yang dipakai dalam Rekomendasi
Jakarta 2017 yaitu 3 derajat minimal tinggi hilal. Akan tetapi
secara hakikat keduanya sama. Kriteria 4 derajat dipakai untuk
beda tinggi Bulan dan Matahari, sehingga selisih tinggi Bulan
dan Matahari selisih 1 derajat. Sedangkan kriteria Rekomendasi

Jakarta 2017 yaitu 3 derajat untuk tinggi Bulan.
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b. Tanggapan narasumber dari Majelis Tarjid dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timur

1) Akh. Mukarram

Berdasarkan hasil wawancara kepada Akh. Mukarram
pada Senin, 15 April 2019 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Ampel. Dia merupakan ketua Divisi Hisab Rukyat
Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur
periode 2015 — 2020 dan sebagai dosen aktif Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Akh. Mukarram menyampaikan bahwa Rekomendasi
Jakarta 2017 merupakan tindak lanjut dari Kongres Istanbul
Turki 2016 dalam rangka upaya penyatuan kalender hijriah
global tunggal. Dalam kongres Istanbul perserta dari berbagai
negara yang dibawahi OKI ada yang setuju dan tidak setuju
dengan hasil kongres. Akan tetapi sebagian besar peserta setuju,
salah satunya Indonesia."*

Prinsip menyetujui Indonesia terhadap hasil kongres
tidak serta merta menerima dan merealisasikan, akan tetapi
tetap membutuhkan kajian dan pemikiran ulang. Itulah respons
Muhammadiyah yang disampaikan oleh Akh. Mukarram dalam

menanggapi hasil Rekomendasi Jakarta 2017.

'* Akh. Mukarram, Wawancara,Surabaya, 15 April 2019.
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2) Fathurrahman Sany

Wawancara kepada Fathurrahman Sany pada Rabu, 10
April 2018 bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah
terletak di Jalan Dokter Sutomo Nomor 13, Jombatan, Jombang.
Dia di jajaran kepengurusan Divisi Hisab Majelis Tarjih dan
Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur menjabat sebagai
sekretaris.

Berdasarkan hasil wawancara, Fathurrahman
menyampaikan bahwa hasil Rekomendasi Jakarta 2017 masih
perlu diadakan pengkajian ulang. Meskipun kriteria yang
diusulkan sudah bisa disebut moderat serta bisa dikatakan
menjadi titik tenggah permasalahan (rukyat dan hisab). Jika
kriteria dari hasil Rekomendasi Jakarta 2017 dipakai tentunya
dari Muhammadiyah sendiri ada revisi dengan diadakan Munas
lanjutan. Akan tetapi hasil munas Muhammadiyah sudah sepakat
terkait penentuan awal bulan hijriah dengan kriteria wujudul
hilal (hilal bernilai positif, maka sudah bisa dipastikan masuk
bulan baru). Muhammadiyah sendiri sangat menginginkan
unifikasi kalender hijriah tunggal secara global. Dalam
praktiknya langkah menuju unifikasi masih banyak kendala.'’

Fathurrahman dalam menanggapi hasil Rekomendasi

Jakarta 2017 menggunakan analisis yang berdasarkan hasil

' Fathurrahman Sany, Wawancara, Jombang, 10 April 2019.
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tindak lanjut Muhammadiyah dalam menyikapi rencana unifikasi
kalender hijriah global hasil Kongres Istanbul Turki 2016. Hasil
tindak lanjut tersebut merupakan hasil Halakah WNasional
Muhammadiyah yang bertempat di Islamic Centre Universitas

Ahmad Dahlan Yogyakarta.'®

Oleh karena itu respons kriteria baru Rekomendasi
Jakarta 2017 tidak berbeda dengan hasil respons terhadap kriteria
hasil Kongres Istanbul Turki 2016. Kesimpulan yang dapat
Penulis ambil, bahwasannya berapapun nilai dari kriteria baru
yang ditawarkan harus melalui langkah-langkah kongkrit yang
direkomendasikan berdasarkan hasil halakah nasional untuk

mencapai kesatuan kalender hijriah tunggal.

2. Peluang dan Tantangan Terealisasinya Rekomendasi Jakarta 2017
Berdasarkan Respons Lembaga Falakiyah PWNU dan Majelis Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah Jawa Timur

Peluang dan tantangan selalu hadir terhadap setiap hasil
konferensi penyatuan kalender hijriah global. Begitu juga terhadap hasil
Rekomendasi Jakarta 2017. Karena dengan kriteria baru tentunya akan
melahirkan suatu pemikiran baru. Sedangkan fakta di lapangan masing-

masing lembaga falakiah sudah meliki kriteria sendiri. Dari sanalah

' Admin Tarjih, “Majelis Tarjih dan Tajdid akan Selenggarakan Halagqah Nasional Ahli Hisab
dan  Fikih ~ Muhammadiyah”  dalam  https:/tarjih.or.id/majelis-tarjih-dan-tajdid-akan-
selenggarakan-halaqah-nasional-ahli-hisab-dan-fikih-muhammadiyah/, diakses pada 18 April
2019.


https://tarjih.or.id/majelis-tarjih-dan-tajdid-akan-selenggarakan-halaqah-nasional-ahli-hisab-dan-fikih-muhammadiyah/
https://tarjih.or.id/majelis-tarjih-dan-tajdid-akan-selenggarakan-halaqah-nasional-ahli-hisab-dan-fikih-muhammadiyah/
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menjadi salah satu bentuk peluang dan tantangan implementasi
Rekomendasi Jakarta 2017.

Berdasarkan objek penelitian ini, maka respons terkait peluang
dan tantangan implementasi kalender hijriah global tunggal oleh
Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid
PW Muhammadiyah Jawa Timur. Berikut respons kedua lembaga yang
diwakili oleh masing-masing pengurus lembaga:

a. Tanggapan Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
1) Shofiyulloh
Berdasarkan apa yang disampaikan Shofiyulloh,

bahwasannya perluang implementasi Rekomendasi Jakarta 2017

ada. Dalam hal ini peluang terwujudnya rekomendasi yaitu

berdasarkan kesepakatan dan dukungan dari Kementerian Agama
melalui Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat edaran
akan keberlakuan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam
penetapan awal bulan di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut
merupakan gambaran dari peluang yang bisa diambil dalam
implementasi hasil rekomendasi.'”

Sedangkan tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta

2017 secara garis besar yaitu terkait ketinggian hilal yang

dinaikan dari 2 derajat menjadi 3 derajat dalam lingkup kriteria

imkan rukyat dapat memperbesar jurang perbedaan, karena

17 Shofiyulloh, Wawancara, Malang, 20 Mei 2019.
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mazhab hisab nilai 0 sudah bisa dikatakan masuk bulan baru. Jadi
selisih antara keduanya bertambah besar yang mana ini menjadi
jurang perbedaan yang semakin dalam.

Selain itu jika tinggi hilal 3 maka membutuhkan waktu
sekitar 6 jam semenjak terjadi ijtimak. Perkiraan ijtimak pada
pukul 12 siang sampai sekitar jam 6 sore, karena pergerakan
Bulan setiap jamnya 0,5 derajat. Jadi waktu ijtimak harus terjadi
lebih awal dari pada saat menggunakan kriteria 2 derajat. Hal
tersebut juga menjadi salah satu tantangan karena kenaikan
kriteria dan sulit untuk dipenubhi.

Sehingga Rekomendasi  Jakarta 2017 jika di
implementasikan akan lebih berat dari kriteria Istanbul Turki
2016. Dalam arti berat, selain terkait pertimbangan di atas juga
dalam hal penerimaan oleh ormas dan pihak pribadi pakar falak
dan astronomi. Dalam masa sidang juga tidak sedikit yang
menolak akan hasil rekomendasi Jakarta.

Abdul Moeid Zahid

Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwasanya dari
Lembaga Falakiyah sendiri menerima hasil Rekomendasi Jakarta
2017 secara saintifik dan peluang untuk terwujudnya ada.

Rencana unifikasi kalender hijriah global tunggal (hasil
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Rekomendasi Jakarta 2017) berkemungkinan kedepannya bisa
diterima dengan sering digaungkan akan rencana tersebut.'®

Kriteria dari hasil Rekomendasi Jakarta 2017 sendiri
sudah termasuk kriteria imkan rukyat. NU sendiri juga
menggunakan imkan rukyat disamping juga menggunakan
wujudul hilal. Akan tetapi untuk kriteria imkan dari hasil
Rekomendasi Jakarta 2017 sendiri masih perlu didiskusikan lebih
lanjut. Mungkin dalam waktu dekat sulit untuk diwujudkan
kalender hijriah global tunggal.

Sedangkan tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta
2017 sangatlah kompleks sehingga masih masih sulit untuk
diwujudkan. Karena dalam penentuan awal bulan, terlebih dalam
hal ibadah tentunya menggunakan sandara Alquran dan Hadis.
Sehingga tidak serta merta dapat menggunakan kriteria yang ada.
Seperti contoh, ketika tinggi hilal sudah berkemungkinan untuk
dilihat, akan tetapi pada saat proses rukyatulhilal keberadaan
hilal tidak dapat terlihat karena tertutup mendung. Dalam hal ini
secara saintifik hilal sudah ada dan wujud, akan tetapi karena
tertutup mendung maka dilakukan istikmal.

Unifikasi kalender hijriah global tunggal dalam waktu
dekat masih sulit untuk diwujudkan. Berdasarkan apa yang

disampaikan dalam wawancara, bahwa kalender hijriah global

'8 Abdul Moeid Zahid, Wawancara, Gresik, 26 April 2019.
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dibagi menjadi dua yaitu kalender hijriah secara administrasi dan
ibadah. Dalam hal penentuan masuknya awal bulan dalam rangka
ibadah, Arab Saudi tidak mungkin menggunakan hisab. Akan
tetapi jika dalam lingkup administrasi berkemungkinan bisa.

Mewujudkan kalender hijriah global tunggal secara
administrasi dan ibadah masih panjang prosesnya. Akan tetapi
jika dalam praktiknya kalender administrasi hijriah sama
berkemungkinan untuk kalender hijriah dalam ibadah akan
mengikuti atau bisa dibilang secara proses akan mengikuti.
Ali Mustofa

Berdasarkan pemaparan Ali Mustofa, bahwasannya
penyatuan kalender hijriah secara teori seharusnya bisa terwujud.
Begitu juga dengan implementasi Rekomendasi Jakarta 2017.
Catatan dalam penyatuan kalender hijriah global harus ada
kesadaran masing-masing pihak yang mempuyai otoriter dalam
penyatuan awal bulan. Seperti yang sudah disampaikan Thomas
Djamaluddin, bahwasannya penyatuan kalender hijriah global
harus memenuhi tiga komponen yaitu adanya otoriter, hukum
yang pasti dan kesepakatan lembaga terkait. Kunci penyatuan
kalender hijriah yaitu kesepakatan dan harus melalui proses serta
langkah demi langkah dari lokal sampai bisa diterima secara

global.
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Sedangkan tantangan penyatuan kalender hijriah, lebih
khusus implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu kenaikan
kriteria dari 2 derajat imkan rukyat menjadi 3 derajat semakin
memperbesar perbedaan antara ormas Islam dalam mengawali
awal bulan. Karena dengan kriteria 2 derajat imkan rukyat
mazhab rukyat dan wujudul hilal mazhab hisab sudah sulit untuk
bersatu. Apalagi kenaikan kriteria tingi hilal menjadi 3 derajat,
peluang berbeda semakin besar, khususnya untuk wilayah
Indonesia.

Penyatuan kalender hijriah secara lokal masih sulit,
apalagi dalam lingkup global. Sehingga butuh proses yang
panjang dan bertahap. Selain kendala dalam penyatuan kelender
hijriah yaitu perbedaan pandangan masing-masing ormas dalam
penentuan masuknya awal bulan. Seperti Lembaga Falakiyah
Nahdlatul Ulama dalam penentuan masuknya awal buan hijriah
mengacu pada putusan Muktamar yaitu menggunakan
rukyatulhilal.

b. Tanggapan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa
Timur
1) Akh. Mukarram

Berdasarkan apa yang disampaikan Akh. Mukarram saat

wawancara, bahwasannya acuan Rekomendasi Jakarta 2017

dengan menggunakan acuan ketinggian hilal minimal 3 derajat
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dan sudut elongasi Bulan sebesar 6,4 derajat. Bisa menjadi acuan
kebersatuan dengan catatan di International Date Line (di lautan
Pasifik) hilal positif maka wilayah Indonesia sudah hampir
dipastikan sudah masuk bulan baru."

Selain itu Muhammadiyah lebih condong menggunakan
kriteria wujudul hilal dengan metode hisab dalam mewujudkan
penyatuan kalender hijriah. Karena lebih objektif dalam
pelaksanaannya dengan memperhatikan pergerakan Bulan dan
Matahari pada kenyataanya (data astronomis). Muhammadiyah
juga bertumpu pada temuan astronomi modern akan tetapi tidak
mengabaikan syariat.

Sedangkan tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta
2017 yaitu lahirnya kriteria baru, membuka peluang perbedaan
yang besar dan bertambah. Hal tersebut dikarenakan semakin
besar batas kriteria irtifak yang dipakai dalam kriteria baru.
Karena ketinggian hilal 3 derajat sudah termasuk besar.
Sedangkan saat ini menggunakan acuan 2 derajat untuk kriteria
imkan rukyat sudah sulit terwujud kebersatuan. Selain itu
tantangan dalam penyatuan kalender hijriah yaitu pemaknaan
dalil syariat yang disesuaikan dengan temuan astronomi dan
melakukan lobi politik terhadap pihak yang terkait penyatuan

kalender hijriah global.

' Akh. Mukarram, Wawancara, Surabaya, 15 April 2019.
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2) Fathurrahman Sany
Berdasarkan apa yang disampaikan saat wawancara
terkait peluang dan tantangan implementasi Rekomendasi

Jakarta 2017. Dari segi peluangnya, Muhammadiyah sendiri

sangat menginginkan unifikasi kalender hijriah global tunggal.

Catatan dalam mewujudkan unifikasi kalender harus melalui

langkah-langkah yang sudah dirumuskan dalam Halakah

Nasional Muhammadiyah dalam merespons hasil Kongres

Istanbul Turki 2016. Berikut lima langkah kongrit yang terbagi

menjadi tiga yaitu langkah khusus Indonesia, regional (asia) dan

internasional:*’

a) Perlu adanya kesepakatan 3 pihak yaitu Muhammadiyah dan
NU sebagai ormas terbesar di Indonesia serta pihak
pemerintah

Jika sudah ada kesepakatan antara ketiganya tidak serta
merta diaplikasikan, akan tetapi hasil kesepakatan harus
disampaikan ke jajaran masing-masing pihak, apakah
menyetujui atau tidak hasil kesepakatan.

b) Tindak lanjut masing-masing pihak/ormas

Masing-masing ormas harus menyetujui hasil
kesepakatan dengan persetujuan dari jajaran tertinggi ormas

tersebut (kiai/ulama). Karena setiap ormas memilki wewenang

% Fathurrahman Sany, Wawancara, Jombang, 10 April 2019.
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mutlak akan suatu keputusan, sehingga setiap ormas memiliki
pemegang keputusan tertinggi. Dalam keorganisasian,
lembaga falakiah dari kedua ormas (Muhammadiyah dan NU)
hanya pelaksana, akan tetapi keputuan tertinggi tetap pada
pimpinan tertinggi masing-masing ormas.

Pemerintah menjadi penghubung antara mazhab rukyat dan
hisab

Jika kedua ormas (Muhammadiyah dan NU) sudah ada
kesepakatan seperti pada poin 1 dan 2, maka pemerintah
sebagai pemersatu dan jika langkah ketiga berhasil. Maka
kebersatuan dalam lingkup Indonesia sudah terwujud.

Tingkat regional

Setelah kebersatuan tingkat Indonesia, maka langkah
berikutnya pada tingkat regional. Dalam hal ini kawasan Asia
Tenggara.

Tingkat internasional.

Jika pada tingkat regional juga berhasil, maka unifikasi
pada tingkat internasional dengan melibatkan secara penuh
pemerintahan Arab Saudi sehingga unifikasi kalender hijriah
global tunggal mempunyai masa depan yang baik.

Jika lima langkah di atas dilalui dengan sebaik mungkin

dan kordinasi satu sama lain yang membangun. Dengan

terlampauinya langkah-langkah maka peluang terwujudnya



78

unifikasi kalender sangat besar, hal tersebut yang disampaikan
saat wawancara.

Dibalik peluang tentunya ada tantangan yang juga harus
dilalui, berikut tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta
2017 menurut PW  Muhammadiyah Jawa Timur yang
disampaikan Fathurrahman. Dalam hal ini Fathurrahman
mengutip permasalahan dalam unifikasi kalender berdasarkan
hasil kongres Istanbul Turki 2016 yaitu keterlibatan pemerintah
Arab Saudi yang minim dalam hasil kongres berpotensi besar
hasil kongres tidak disetujui oleh pemerintah Arab. Sehingga
menyebabkan hasil kongres belum bisa diterima dan menjadi
kendala dalam unifikasi kalender hijriah global. Karena posisi
Arab Saudi sangat penting dalam mewujudkan kalender hijriah
global tunggal. Seperti yang sudah Penulis sebutkan di atas,
bahwasannya Fathurrahman merespons hasil Rekomendasi
Jakarta 2017 menggunakan analisis hasil Halakah Nasional
Muhammadiyah dalam merespons hasil Kongres Istanbul Turki

2016.



BAB IV
ANALISIS RESPONS LEMBAGA FALAKIYAH PWNU JAWA TIMUR DAN
MAIJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR
TERHADAP REKOMENDASI JAKARTA 2017

A. Analisis Respons Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis
Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Rekomendasi
Jakarta 2017

Penanggalan merupakan salah satu bagian penting dalam setiap
peradaban umat manusia. Begitu juga dalam Islam, penanggalan sangat
penting dalam menentukan waktu ibadah dan administrasi. Seiring
berjalannya waktu penentuan awal bulan dapat dihitung dan perkirakan.
Karena Bulan dan Matahari beredar sesuai dengan garis edar, sehingga
secara sainstifik waktu-waktu yang berdasarkan keduanya dapat dihitung
dan diperkirakan. Hal tersebut terdapat dalam salah satu dasar hukum
penanggalan yaitu Alquran Surah Yunus ayat 5:
beadl 33 T,ABE U56a 45535 g el 1hp —eetdl Jir il 5

2 0541 i ¥ Jasd 500 ) AU TGS G LT
Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya
dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan
bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).
Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang
mengetahui.'

' Kementerian Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahan (Edisi yang Disempurnakan) (Jakarta :
Widya Cahaya, 2011), 257.
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Akan tetapi dalam pemahaman dan penerapan dasar-dasar hukum
(Alquran dan Hadis) penanggalan setiap ormas Islam berbeda-beda.
Sehingga melahirkan berbagai kriteria penentuan awal bulan hijriah yang
tidak jarang menjadikan penentuan waktu ibadah yang berbeda, antara ormas
Islam satu dengan yang lainnya.

Perbedaan ini yang menjadi suatu permasalahan bersama, baik dalam
lingkup lokal maupun global. Sehinggga muncul konsep penyatuan kalender
hijriah global yang mana salah satu penggagas konsep tersebut Mohammad
Ilyas.” Konsep yang ditawarkan oleh Mohammad Ilyas sudah disebarkan oleh
Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan sudah dibahas dalam beberapa
musyawarah penyatuan kelender hijriah global.

Salah satu wusaha penyatuan kalender hijriah global yang
diselenggarakan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian
Agama RI dalam acara Seminar Internasional Fikih Falak yang kemudian
menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017.° Kriteria Rekomendasi Jakarta
2017 yaitu ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4
derajat dengan markas kawasan Barat Asia Tenggara.

Penelitian ini akan melihat bagaimana respons Lembaga Falakiyah
PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa

Timur terhadap hasil Rekomendasi Jakarta 2017. Berdasarkan data hasil

* Susiknan Azhari, “Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al-Hilal dan Visibilitas
Hilal”, Ahkam, Vol. X111, No. 2, (Juli 2013), 163.

* Thomas Djamaluddin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender
Tunggal”, dalam https:/tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-
hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/, diakses pada 10 Maret 2019.


https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/
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wawancara, kedua ormas tersebut mengapresiasi hasil Rekomendasi Jakarta
2017 akan tetapi dalam sisi lain ada yang pro dan kontra terhadap
implementasi Rekomendasi Jakarta 2017. Berikut hasil respons kedua ormas
Islam tersebut:
1. Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
Penentuan masuknya awal bulan secara Lembaga Falakiyah NU
beracuan dengan hasi muktamar yaitu dengan rukyatuhilal. Seiring
berkembangnnya zaman dan teknologi Lembaga Falakiyah NU
mengkolaborasikan antara rukyat dan hisab, dengan posisi hisab sebagai
pembantu dalam pelaksanaan rukyat yang berkualitas dan akurat.
Berdasarkan hal tersebut Lembaga Falakiyah secara organisasi
menggunakan tatanan sesuai dengan hasi muktamar. Sedangkan secara
praktik di lapangan dan sains menerima cara penentuan masuknya awal
bulan dengan hisab. Oleh karenannya secara Lembaga Falakiyah PWNU
Jawa Timur sangat mengapresiasi hasil Rekomendasi Jakarta 2017 dalam
usaha penyatuan kalender hijriah.4
Wujud apresiasi dari Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
dengan catatan. Menurut Shofiyulloh, secara pribadi tidak menerima
kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 karena kenaikan kriteria minimal
tinggi hilal dari 2 derajat menjadi 3 derajat memperbesar peluang
perbedaan antara hisab dan rukyat. Pendapat serupa juga disampaikan

oleh Ali Mustofa.

* Abdul Moeid Zahid, Wawancara, Gresik, 26 April 2019.
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Sedangkan di sisi lain juga ada respons positif dari Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur yang sampaikan oleh Abdul Moeid Zahid
saat wawancara. Bahwasannya dari Lembaga Falakiyah sendiri secara
sainstifik berkemungkinan menerapkan hasil Rekomendasi Jakarta 2017
untuk wilayah Indonesia, karena dengan ketinggian hilal 3 derajat di
daerah Sabang (wilayah barat Indonesia) berkemungkinan besar untuk
seluruh wilayah Indonesia sudah wujudul hilal. Sehingga secara wujudul
hilal tidak diragukan dan ketinggian 3 derajat sudah termasuk imkan
rukyat.

2. Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

Muhammadiyah memaknai hadis hisab rukyat dengan pemaknaan
rukyat yaitu melihat dengan mata ilmu, dalam artian melihat melalui
bantuan perhitungan/hisab.’ Oleh karenannya dalam penentuan masuknya
awal bulan Muhammadiyah menggunakan hisab yang dikembangkan oleh
Sa’adoeddin Djambek, yang didukung data astronomis dari Al-Manak
Nutika yang dikeluarkan TNI Angkatan Laut Dinas Oceanografi terbit
setiap tahun.’ Dalam hal ini Muhammadiyah mengkolabrasikan antara
dasar hukum syariat dan temuan sains. Berdasarkan hasil kongres dan
Munas Muhammadiyah kriteria yang digunakan penentuan awal bulan

yaitu wujudul hilal.”

> Ahmad Izzuddin, Figh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan
Mazhab Hisab, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), 131.

®Ibid., 126.

"1bid, 125.
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Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Nasional lebih
awal menanggapi hasil Kongres Istanbul Turki 2016 dengan mengadakan
Halakah Nasional di Yogyakarta 2016. Dari pada pelaksaan Seminar
Internasional Fikih Falak (Rekomendasi Jakarta 2017). Sehingga respons
yang disampaikan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa
Timur terhadap hasil Rekomendasi Jakarta 2017 beracuan dengan hasil
Halakah Nasional tersebut.

Secara kelembagaan respons Majelis Tarjih dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timut tidak jauh beda dengan respons Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur yaitu mengapresiasi hasil Rekomendasi
Jakarta 2017 dengan beberapa catatan. Seperti yang disampaikan oleh
Akh. Mukarram, bahwa penerimaan terhadap hasil Kongres dan
Rekomendasi tidak serta merta menerima, akan tetapi tetap
membutuhkan kajian dan pemikiran ulang.

Fathurrahman berpendapat bahwa kriteria Rekomendasi Jakarta
2017 sudah bisa dibilang moderat atau jalan tenggah antara mazhab hisab
dan rukyat. Meskipun begitu tentunya membutuhkan pengkajian lebih
dalam dan proses yang panjang. Jika saja hasil Rekomendasi diterima
secara organisasi oleh Muhammadiyah tentunya akan dilakukan Munas
lanjutan dengan merevisi hasil Munas sebelumnya dan memerlukan

proses yang tidak mudah.
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B. Analisis Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Rekomendasi
Jakarta 2017 Berdasarkan Prespektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

Dua ormas Islam terbesar yang memiliki peranan dalam penentuan
masuknya awal bulan hijriah di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah. Keduanya juga memiliki kriteria yang berbeda, Nahdlatul
Ulama dengan rukyatulhilal dengan kriteria imkan rukyat dan
Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal. Perbedaan kriteria tersebut
tidak jarang menjadikan perbedaan juga dalam penentuan awal masuknya
bulan baru, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah karena terkait
waktu ibadah.

Perbedaan penentuan masuknya awal bulan dan waktu ibadah tidak
hanya lingkup nasional. Akan tetapi sudah menjadi permasalahan global.
Sehingga munculah konsep penyatuan kalender hijriah internasional sebagai
solusi perbedaan dan sudah ditindak lanjuti dalam beberapa musyawarah
penyatuan kalender hijriah. Salah satu usaha penyatuan kalender hijriah
global dalam bentuk tindak lanjut kongres Istanbul Turki 2016 yaitu
diadakan Seminar Internasional Fikih Falak oleh Kementerian Agama RI
yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017.

Dengan adanya kriteria baru awal bulan dalam Rekomendasi Jakarta
2017 menjadi suatu peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan

kriteria tersebut. Peluang dan tantangan implementasi berdasarkan



85

perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan
Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur sebagai berikut:
1. Peluang dan tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta 2017
Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
a. Peluang
Berdasarkan Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur peluang
implementasi hasil Rekomendasi Jakarta 2017 ada. Peluang tersebut
disampaikan oleh Shofiyulloh, penyelenggara Seminar Internasional
Fikih Falak adalah Kementerian Agama RI, hal tersebut membuka
peluang penerapan hasil Rekomendasi dalam lingkup nasional dengan
mengeluarkan surat edaran atau keputusan melalui Mahkamah Agung
terkait keberlakukan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 dalam
penentuan masuknya awal bulan baru.
Sedangkan peluang lain juga disampaikan oleh Abdul Moeid
Zahid, bahwa kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 sudah masuk imkan
rukyat. Secara Lembaga Falakiyah sendiri juga menggunakan kriteria
imkan rukyat. Akan tetapi implementasi kriteria tersebut masih perlu
didiskusikan lebih lanjut. Selain itu peluang terwujudnya penyatuan
kalender hijriah global akan semakin besar jika sering digaungkan dan
dikaji.
b. Tantangan
Di balik suatu peluang implementasi Rekomendasi Jakarta

2017 yang sudah dipaparkan di atas, juga diiringi oleh tantangan
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implementasi. Shofiyulloh merupakan salah satu perserta dalam
Seminar Internasional Fikih Falak, dia menyampaikan bahwa
implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 lebih berat dari pada hasil
Kongres Istanbul Turki 2016. Hal tersebut dikarenakan kenaikkan
kriteria ketinggian minimal hilal 2 derajat menjadi 3 derajat yang
membuka peluang perbedaan semakin besar. Selain itu terkait
penerimaan oleh ormas dan ilmuwan falak dan astronomi secara
pribadi. Karena dalam proses penyusunan Rekomendasi Jakarta 2017
tidak sedikit yang menolak. Argumen tersebut juga diaminkan oleh
Ali Mustofa yang merupakan salah satu peserta seminar dari Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur.

Tantangan juga disampaikan oleh Abdul Moeid Zahid,
bahwasannya implementasi kriteria dan konsep penyatuan kalender
tidak serta merta menggunakan kriteria yang ada. Akan tetapi perlu
pertimbangan secara syariat dan temuan sains. Untuk saat ini
implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 masih sulit dan perlu
pengkajian lagi. Selain itu dia juga menyampaikan tantangan lain,
yaitu terkait Pemerintah Arab Saudi dalam penentuan awal bulan
terkait ibadah menggunakan rukyat dan tidak mungkin menggunakan
hisab. Dalam hal ini Pemerintah Arab juga menjadi salah satu

pertimbangan akan implementasi penyatuan kalender hijriah global.
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2. Peluang dan tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta 2017
Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur
a. Peluang

Beberapa poin peluang impementasi Rekomendasi Jakarta
2017 disampaikan oleh Akh. Mukarram. Pertama, kriteria usulan
Rekomendasi Jakarta 2017 bisa menjadi acuan kebersatuan dengan
catatan di International Date Line hilal sudah positif. Sehinga wilayah
di Indonesia sudah hampir dipastikan sudah masuk bulan baru hijriah.
Kedua, implementasi hasil rekomendasi atau penyatuan kalender
hijriah menurut Muhammadiyah lebih condong menggunakan kriteria
wujudul hilal dengan metode hisab. Lebih objektif dengan data
astronomis dan tidak mengabaikan secara syariat.

Peluang juga disampaikan oleh Fathurrahman Sany, peluang
implementasi hasil rekomendasi harus melalui beberapa langkah yang
sudah direkomendasikan oleh Muhammadiyah saat Halakah Nasional
Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2016. Berikut lima langkah
yang direkomendasikan:

1) Perlu adanya kesepakatan 3 pihak dalam lingkup nasional
Indonesia yaitu Pemerintah, Muhammadiyah dan Nahdlatul
Ulama.

2) Tindak lanjut masing-masing ormas terhadap kesepakatan pada

poin pertama dengan catatan jajaran atas dalam lembaga
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menyetujui hasil kesepakatan. Dengan hal ini dihasilkan satu
suara kesepakatan.

3) Tahap berikutnya pemerintah menjadi penghubung antara
mazhab hisab dan rukyat.

4) Tingkat regional merupakan tahap berikutnya. Dalam hal ini
yaitu regional kawasan Asia Tenggara.

5) Tahap terakhir yaitu tingkat internasional dengan
memperhatikan keterlibatan pemerintah Arab Saudi. Dengan hal
tersebut peluang unifikasi akan lebih mudah terwujud.

Itulah beberapa peluang yang disampaikan oleh narasuber dari

pihak Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammdiyah Jawa Timur.

. Tantangan

Tantangan implementasi Rekomendsi Jakarta 2017 tidak jauh
berbeda dengan Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur. Dengan
adanya kriteria baru dan perubahan minimal tinggi hilal menjadi 3
membuka peluang perbedaan. Karena nilai dari kriteria irtifak atau
ketinggian hilal 3 derajat sudah termasuk besar, sehingga antara
rukyat (imkan rukyat) dengan hisab (wujudul hilal) juga semakin sulit
bertemu, pendapat tersebut disampaikan oleh Akh. Mukarram pada
saat wawancara.

Sedangkan tantangan yang disampaikan oleh Fathurrahman
Sany yaitu merujuk hasil evalusiasi dari Kongres Istanbul Turki 2016

yaitu minimnya keterlibatan pemerintah Arab Saudi dalam
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penyusunan hasil kongres, sehingga berpotensi besar hasilnya tidak

disetujui oleh pemerintah Arab Saudi. Begitu juga dalam

implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 yang berkemungkinan sulit
untuk diimplementasikan.

Secara garis besar Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan
Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah menginginkan adanya
penyatuan kalender hijriah. Akan tetapi proses menuju kesana masih perlu
pengkajian dan pendalaman konsep. Selain itu harus memperhatikan tiga
komponen penyatuan kalender yang termaktub dalam isi Rekomendasi
Jakarta 2017 yaitu adanya kriteria yang tunggal, adanya kesepakatan batas
tanggal dan adanya otoritas tunggal. Akan tetapi untuk sekarang masih

proses dalam mewujudkan ketiga komponen penyatuan tersebut.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan, analisis data pada bab sebelumnya dan
rumusan masalah terkait respons Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur
dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap
hasil rekomendasi serta peluang dan tantangan implementasinya. Penulis
mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid
PW Muhammadiyah Jawa Timur mengapresiasi hasil Rekomendasi
Jakarta 2017, sebagai langkah penyatuan kalender hijriah. Akan tetapi
keduanya memiliki catatan masing-masing. Lembaga Falakiyah PWNU
menyatakan bahwa dengan kenaikan kriteria minimal tinggil hilal dari 2
derajat menjadi 3 derajat memperbesar peluang perbedaan antara rukyat
dan hisab. Sedangkan catatan dari MTT PW Muhammadiyah bahwa
hasil Rekomendasi Jakarta 2017 masih perlu pengkajian, pemikiran
ulang dan proses yang panjang, meskipun kriteria sudah dibilang
moderat. Pada dasarnya secara kelembagaan falakiah kedua ormas Islam
tersebut menginginkan adanya penyatuan kelender hijriah global.

2. Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid
PW Muhammadiyah Jawa Timur memiliki perspektif masing-masing

tekait peluang dan tantangan implementasi hasil Rekomendasi Jakarta
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2017. Berdasarkan perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur,
ada peluang implementasi hasi rekomendasi. Peluang tersebut berupa
pemberlakuan hasil rekomendasi dengan mengeluarkan surat keputusan
atau edaran oleh Kementerian Agama dengan mengutus Mahkamah
Agung mengeluarkan surat tersebut. Selain itu kriteria hasil
rekomendasi sudah termasuk imkan rukyat. Catatan dari Lembaga
Falakiyah PWNU Jawa Timur, bahwa peluang terwujudnya penyatuan
kalender semakin besar jika sering digaungkan. Sedangkan peluang
implementasi berdasarkan pespektif Majelis Tarjih dan Tajdid PW
Muhammadiyah Jawa Timur yaitu memberlakukan syarat, posisi hilal di
International Date Line sudah positif dan menggunakan hisab dengan
kriteria wujudul hilal dalam penentuan awal bulan. Selain itu peluang
implementasi Rekomendasi Jakarta, Muhammadiyah memberikan
rekomendasi tahapan penyatuan dari tingkat nasional, regional dan
internasional. Sedangkan tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta
2017 menurut kedua lembaga secara garis besar sama yaitu pematangan
konsep penyatuan kalender dengan pemaknaan dalil Alquran dan Hadis
yang disesuaikan dengan penemuan saintifik. Tantangan lain terkait
keterlibatan dan pertimbangan pemerintah Arab Saudi dalam
menentukan keberlakuan kalender hijriah secara global. Selain itu
kenaikan kriteria minimal tinggi hilal dari 2 derajat menjadi 3 derajat
semakin memperbesar peluang perbedaan antara mazhab rukyat dan

hisab. Catatan dalam penyatuan kalender hijriah yaitu adanya kriteria
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yang tunggal, adanya kesepakatan batas tanggal dan adanya otoritas
tunggal. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasannya implementasi
Rekomendasi Jakarta 2017 menurut sudut pandang Lembaga Falakiyah
PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah
Jawa Timur masih belum bisa dilaksanakan karena memerlukan kajian
ulang dan telaah untuk menuju kemapanan kriteria penyatuan kalender
hijriah global. Hal tersebut melihat tantangan implementasi lebih besar
dari pada peluangnya.

B. Saran

Pengkajian penyatuan kalender hijriah harus terus diusahakan oleh
otoritas dan lembaga terkait. Hal tersebut mengingat pentingnya kesatuan
kalender hijriah dalam ibadah, administrasi dan kemaslahatan umat Islam.
Salah satu kontribusi pemerintah Indonesia dalam penyatuan kalender
hijriah dengan mengadakan Seminar Internasional Fikih Falak
“Rekomendasi Jakarta 2017”. Meskipun beberapa lembaga belum bisa
menerima hasil Rekomendasi Jakarta 2017. Akan tetapi sudah ada usaha
yang dilakukan.

Harapan besar dengan pengkajian ulang terkait penyatuan
kalender hijriah, khususnya hasil Rekomendasi Jakarta 2017 dalam
penelitian akademis seperti ini mendorong pemerintah dan lembaga
terkait untuk terus mengusahakan kebersatuan kalender. Dalam penelitian

ini belum bisa mengambil subjek lingkup luas, sehingga hasil penelitian
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berupa sampel terkait peluang wacana penyatuan kalender hijriah dalam
lingkup Jawa Timur. Penelitian ini bisa menjadi acuan oleh peneliti
berikutnya untuk bahan evaluasi atau pematanggan konsep kajian
penyatuan kalender hiijriah hasil konferensi sejenis atau konferensi

penyatuan kalender hijriah yang baru dilaksanakan.
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